BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA 
Terselenggaranya tata kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik maka diperlukan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan. Ketiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan kinerja sebagai wujud pertanggung-jawaban atas segala tugas dan kewajiban yang diamanatkan kepadanya. Pertanggungjawaban dimaksud selanjutnya dilaporkan kepada pemberi tugas dan wewenang (amanat) melalui suatu media yaitu Laporan Kinerja.
Sejalan dengan hal tersebut,  setiap tahun Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun Laporan Kinerja. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2014 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka  berusaha menyusun Laporan KInerja secara sistematis untuk menyajikan keberhasilan atau kegagalan dan hambatan serta permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017. 

Dalam melakukan evaluasi tingkat keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut :
Tabel 3
Skala Pengukuran Capaian Sasaran Laporan KInerja 2014
	No.
	Skala Capaian Kinerja
	Kategori

	1
	2
	3

	1
	Lebih dari 100%
	Sangat Berhasil

	2
	75% sampai 100%
	Berhasil

	3
	55% sampai 75%
	Cukup Berhasil

	4
	Kurang dari 50%
	Kurang Berhasil


A. Pengukuran Pencapaian  Kinerja 2014
Tabel 3.1.
Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014
	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	Capaian(%)

	1
	2
	3
	
	

	1. Menguatnya kapasitas koperasi dan UMKM berbasis komoditi daerah.
	1) Jumlah Koperasi dan UMKM yang dikembangkan (unit)
	21 unit

3500 unit
	38 unit

2.431 unit
	180%

69%

	
	2) Persentase Koperasi Aktif (%).
	84%
	79,02%
	94%

	
	3) Bertambahnya Modal Sendiri Koperasi (Milyar)
	67 Milyar
	74 Milyar
	110%

	
	4) Bertambahnya SDM Koperasi (orang)
	200 orang
	150 orang
	75%

	
	5) Peningkatan Jumlah Koperasi Perikanan, Perkebunan, Pariwisata, perdagangan,  dan pangan (%).
	2%

4%

1%

6%

5%
	1,5%

5%

1%

6%

4%
	133%

125%

100%

100%

80%

	
	6) Jumlah kerjasama pengembangan produk kreatif (kerjasama).
	2 kerjasama
	2 kerjasama
	100%

	
	7) Bertambahnya  volume Usaha UMKM.

	2,0 Triliun
	1,07 Triliun
	53%

	2. Meningkatnya Pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat.

	1) Jumlah Penduduk Miskin (%).
	65,000 orang
	67.230 orang 
	96,60%

	
	2) Pengeluaran rata-rata perkapita perbulan makanan (Rp).
	Rp.450.000,-
	Rp.551.960,-

	122,66%


	
	3) Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan non makanan (Rp).

	Rp. 595,000,-
	Rp.495.751,-
	83,32%

	
	4) Rata-rata konsumsi kalori  perkapita sehari (kkal).


	2000 kkal
	1.813 kkal
	90,65%

	
	5) Rata-rata konsumsi protein perkapita sehari (gram).

	52 gram
	55,22 gram
	106,19%

	3. Tersedianya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran

	1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT%).


	3,05%
	5,14%
	31,48%

	
	2) Nilai Tukar Petani (NTP).


	105
	101,55
	96,71%

	
	3) Nilai Tukar Nelayan (NTN).


	120
	102,98
	85,82

	4. Berkembang nya sentra-sentra produk unggulan daerah.

	1) Jumlah-jumlah sentra industri potensial yang dikembangkan (unit).


	6 unit
	6 unit
	100%

	
	2) Pertumbuhan Sektor Pertanian (%).


	10%
	6,77%
	67,7%

	
	3) Pertumbuhan Sektor Perkebunan (%).


	10%
	9,04%
	
90,4%

	
	4) Pertumbuhan Sektor Peternakan (%).


	10%
	5,65%
	56,50%

	
	5) Pertumbuhan Sektor Kehutanan (%).


	5%
	5,70%
	114%

	
	6) Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian (%).


	5%
	3%
	60%

	
	7) Pertumbuhan Sektor Pariwisata/Perdagangan, Hotel dan Restoran (%).


	10%
	7,69%
	76,90%

	
	8) Pertumbuhan Sektor Kelautan dan Perikanan (%).


	10%
	4,55%
	45,5%

	
	9) Pertumbuhan Sektor Perindustrian/Industri pengolahan (%).


	5%
	2,20%
	44%

	
	10) Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%).


	5%
	4,74%
	94,8%

	5. Meningkat dan meratanya aktivitas perekonomian di kawasan-kawasan pedesaan.

	1) Tingkat kemiskinan desa (%).


	5,08%
	5,25%
	96,65%

	
	2) Persentase Badan Usaha milik Desa yang aktif(%).


	50%
	60%


	120%

	
	3) Jumlah pasar desa yang dikembangkan (unit).


	32 Unit
	32 unit
	100%

	6.
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung
	1) Angka Harapan Hidup.
	71,3 tahun
	69,46 tahun
	97,42%

	
	2) Angka Melek Huruf(%). 

	96,11
	96,44
	100,34%

	
	3) Rata-rata Lama Sekolah.


	7,84
	7,73
	98,60%

	
	4) Pendapatan Per Kapita  (RP).


	Rp. 21.500.000,-
	Rp. 29.069.077,-
	132,21%

	7. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.


	1) Persentase penurunan PMKS yang dibina menuju hidup mandiri(%).


	21,79%
	39,54%
	156,34

	
	2) Persentase peningkatan PSKS yang dibina menuju hidup mandiri (%). 


	19,96%
	23,04%
	115,43%

	8. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat.
	1) Angka partisipasi Murni (APM) SD/MI


	95,84
	92,62
	96,64%

	
	2) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs


	72,21
	63,79
	88,34%

	
	3) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA


	56,60
	52,66
	93,04%

	
	4) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI


	116,25
	111,46
	95,88%

	
	5) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs


	94,63
	95,08
	100,48%

	
	6) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA


	85,29
	74,73
	87,62%

	
	7) Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI


	94,36
	102,59
	108,72%

	
	8) Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs.


	64,86
	91,24
	140,67%

	
	9) Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA.


	51,69
	62,45
	120,82%

	
	10) Jumlah Kematian Ibu melahirkan (per 100.000 orang).


	31 orang
	28 orang
	109,68%

	
	11) Persentase cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan (%).


	97,5%
	91,14%
	93,48%

	
	12) Angka Kematian Bayi
	31
	6,92
	177,68%

	
	13) Angka Kesakitan Malaria (per 1000).


	<2
	0,69%
	165,50%

	
	14) Prevelensi HIV
	<10
	5,7
	143,00%

	
	15) Angka Kesakitan DBD (per 100.000 orang).


	<51
	23,60
	153,73%

	
	16) Persentase bayi yang ditimbang berat badan (%).


	65%
	65,46%
	100,77%

	
	17) Persentase rumah sehat yang memenuhi syarat kesehatan (%).


	85%
	69,46%
	81,72%

	
	18) Rasio dokter spesialis
	7,5
	9,56
	127,47%

	
	19) Persentase penduduk yang mendapat pelayanan kesehatan di kab/kota yang ikut sharing dana (%).

Persentase penduduk miskin peserta program JKSS yang mendapat layanan kesehatan rujukan tingkat III(%).


	5%

100%
	5%
100%
	100%

	
	20) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang melaksanakan pelayanan sesuai standar (%).


	100%
	100%
	100%

	
	21) PDRB Perkapita (Rp)
	Rp.

22.637.060,-
	Rp. 32.409.529,-
	143,17%

	9. 
Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja
	1) Jumlah Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil.


	252 unit
	444 unit
	176%

	
	2) Peningkatan volume usaha UMKM (Trilyun).


	2,0 trilyun
	1,07 Trilyun
	53,5%

	
	3) Jumlah tenaga kerja di sektor UMKM (orang).


	5.000 orang
	4.319 orang
	86,38%

	
	4) Penduduk yang bekerja (orang).


	690.523 orang
	604.223
orang
	87,50%

	
	5) Angkatan Kerja.
	712.283,10 orang


	636.959 orang
	89,42%

	10. 
bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan.


	1) Intensitas pertemuan antar kepala daerah Gubernur dengan Bupati/Walikota (kali).


	4 kali
	4 kali
	100%

	11. 
terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan secara arif dan bijaksana. 


	1) Tingkat Status Mutu Sungai yang di pantau (%).


	50%
	100%
	200%

	
	2) Tingkat Status Mutu Udara Ambient yang dipantau (%)
	100%
	100%
	100%

	12. 
Berkurangnya laju kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya lenting lingkungan.


	1) Jumlah Hari dengan Kualitas udara baik (hari)
	360 hari
	360 hari
	100%

	13. 
Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.


	1) Ketaatan terhadap RT/RW.


	95%
	90%
	94,74%

	
	2) Penurunan Luas Lahan Kritis (%).
	6%
	10,84%
	180,67%

	
	3) Persentase Reklamasi pada areal bekas tambang dalam kawasan hutan (%).


	70%
	73%
	104,29%

	14. 
Terkelolanya lingkungan hidup berbasis tanggung jawab bersama.
	1) Capaian luas kawasan lindung terhadap luas kawasan hutan babel (%).


	30%
	34,21%
	75,53%

	
	2) Jumlah penanganan pengaduan masyarakat akibat pencemaran dan kerusakan LH yang ditindaklanjuti (kasus).


	5 kasus
	5 kasus
	100%

	
	3) Luas kawasan konservasi laut dan perairan (Ha).


	200.000 Ha
	350.000 Ha
	175%

	
	4) Jumlah pulau-pulau kecil yang dikonservasi (pulau).


	7 pulau
	11 pulau
	157,14%

	15.Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan sehingga membuka akses bagi pengembangan ekonomi yang lebih luas.
	1) Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan.


	3,7
	0,44
	11,89

	
	2) Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik.


	32,07
	44,22
	137,88%

	
	3) Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%).


	68,03%
	88,97%
	130,78%

	
	4) Jumlah Penerapan Energi Alternatif (Rumah).


	70 rumah
	80 rumah
	114,28%

	
	5) Persentase Penduduk yang mengakses Air Minum berkualitas (%).


	64%
	49,9%
	77,97

	
	6) Jumlah Jaringan Hotspot (ttitik).
	14 titik
	14 titik
	100%

	16.Berkembangnya daerah kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis, dan kawasan cepat tumbuh.


	1) Jumlah daerah kawasan Industri baru yang dikembangkan.


	6 kawasan
	6 kawasan
	100%

	
	2) Jumlah desa wisata (desa).


	24 desa
	24 desa
	100%

	
	3) Persentase Desa Menggunakan listrik (%).


	100%
	100%
	100%

	17.Semakin terbukanya akses lintas desa/ kecamatan, lintas kabupaten/kota, lintas regional/ nasional, dan lintas Negara.
	1) Jumlah Pelabuhan Laut/ Bandar Udara/ Terminal Bus (unit).


	22 unit
	26 unit
	118,18%

	
	2) Jumlah media TV Lokal dan Radio Lokal.


	3 TV lokal

4 Radio lokal
	3 TV lokal

4 Radio lokal
	100%

	
	3) Jumlah Media Cetak Lokal.


	8 media  cetak
	8 media  cetak
	100%

	18. Menciptakan birokasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan.
	1) Persentase SKPD yang telah menerapkan SPM (SKPD).


	100%
	60%
	60%

	
	2) Jumlah SKPD yang telah menyampaikan SOP (SKPD).


	37 SKPD
	37 SKPD
	100%

	
	3) Jumlah SKPD yang telah dievaluasi kelembagaannya (SKPD).


	2 SKPD
	2 SKPD
	100%

	19.Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa.


	1) Persentase jumlah  LAKIP SKPD yang dievaluasi memperoleh nilai B (%).


	25%
	25%
	100%

	
	2) Opini Audit BPK
	WTP
	WDP
	WDP

	
	3) Persentase Pejabat Negara yang telah menyampaikan LHKPN (%).


	100%
	80%
	80%

	
	4) Prosentase jumlah rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP dan BPK RI (%).


	93,00%
	68,38%
	73,53%

	
	5) Prosentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat (%).


	100%
	100%
	100%

	20.  Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintahan.
	1) Persentase Unit Pelayanan yang telah menerapkan Standar Pelayanan Publik (unit).
	100%
	70%
	70%

	
	2) Angka Kriminalitas (%)


	0,00396
	0,0016
	159,60%

	
	3) Penegakan Perda (%)
	95%
	95%
	100%


B. Analisis Capaian Kinerja
Setelah dilakukan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasinya maka diketahui selisih atau celah kinerja (peformance gap). Berdasarkan capaian kinerja tersebut kemudian dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja ditahun yang akan datang (peformance  improvement ).
Hingga akhir Tahun 2014, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan seluruh target sasaran RPJMD tahun 2012-2017. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut diatas, maka dapat dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja setiap tujuan dan sasaran  strategis RPJMD pada Tahun 2014 yaitu, sebagai berikut :
Tujuan 1 : 

Mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan budaya daerah, dengan 2 (dua) sasaran sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1.1.
Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah.

Setelah dilakukan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasinya maka diketahui selisih atau celah kinerja (peformance gap). Berdasarkan capaian kinerja tersebut kemudian dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja ditahun yang akan datang (peformance  improvement ).
Hingga akhir Tahun 2014, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan seluruh target sasaran RPJMD tahun 2012-2017. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut diatas, maka dapat dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja setiap tujuan dan sasaran  strategis RPJMD pada Tahun 2014 yaitu, sebagai berikut :
Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.

Pencapaian Target Kinerja Sasaran 1.1.

	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	Capaian(%)

	1
	2
	3
	
	

	1. Menguatnya kapasitas koperasi dan UMKM berbasis komoditi daerah.
	1) Jumlah Koperasi dan UMKM yang dikembangkan (unit)


	21 unit

3500 unit
	38 unit

2.431 unit
	180%

69%

	
	2) Persentase Koperasi Aktif (%).


	84%
	79,02%
	94%

	
	3) Bertambahnya Modal Sendiri Koperasi (Milyar)


	67 Milyar
	74 Milyar
	110%

	
	4) Bertambahnya SDM Koperasi (orang)


	200 orang
	150 orang
	75%

	
	5) Peningkatan Jumlah Koperasi Perikanan, Perkebunan, Pariwisata, perdagangan, dan pangan (%).


	2%

4%

1%

6%

5%
	1,5%

5%

1%

6%

4%
	133%

125%

100%

100%

80%

	
	6) Jumlah kerjasama pengembangan produk kreatif (kerjasama).


	2 kerjasama
	2 kerjasama
	100%

	
	7) Bertambahnya volume Usaha UMKM


	2,0 Triliun
	1,07 Triliun
	53%

	Capaian Sasaran 1.1.
	174,14%



Berdasarkan pengukuran kinerja dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian kinerja sasaran strategis 1.1. “ Menguatnya kapasitas koperasi  dan UMKM berbasis komoditi daerah “ tercapai melebihi  target yang telah ditetapkan, sebesar 174,14,01% atau tercapai dengan kualifikasi Sangat Berhasil. terdapat 2 (dua) indikator yang melebihi target yaitu :,  bertambahnya   modal   sendiri   koperasi  (milyar),  dan peningkatan jumlah koperasi perikanan, perkebunan, pariwisata, perdagangan, dan pangan (%). Terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang berkualifikasi berhasil yaitu : jumlah koperasi dan UMKM yang dikembangkan, persentase koperasi aktif (%), bertambahnya SDM koperasi (orang) dan jumlah kerjasama pengembangan produk kreatif (kerjasama), dan terdapat 1 (satu) indikator kinerja berkualifikasi cukup berhasil.



Untuk mengukur pencapaian setidaknya dapat dilihat dari capaian target 7 (tujuh) indikator sebagai berikut : Jumlah Koperasi dan UMKM yang dikembangkan (unit), persentase koperasi aktif (%), bertambahnya modal sendiri koperasi (milyar), bertambahnya SDM koperasi (orang), peningkatan jumlah koperasi perikanan, perkebunan, pariwisata, perdagangan, dan pangan (%), jumlah kerjasama pengembangan produk kreatif (kerjasama), bertambahnya volume usaha UMKM (milyar).


Dalam rangka mencapai target sasaran strategis 1.1., setidaknya dapat dilakukan dengan analisis capaian kinerja yaitu analisis capaian pengukuran kinerja pencapaian penguatan kapasitas koperasi dan analisis capaian pengukuran kinerja pencapaian penguatan UMKM berbasis komoditi daerah.



Analisis pencapaian kinerja penguatan kapasitas koperasi diukur menggunakan 5 (lima) indikator kinerja yaitu : 
· Jumlah Koperasi dan UMKM yang dikembangkan tahun 2014 terealisasi sejumlah 38 unit koperasi dari target 21 unit koperasi dan dari target tahun 2017 sejumlah 100 unit dan terealisasi 2.431 unit UMKM dari target 3.500 unit UMKM dan dari target tahun 2017 sebanyak 10.000 UMKM, dikualifikasikan berhasil. dibandingkan tahun 2013 mengalami pengurangan jumlah koperasi yang dikembangkan sejumlah 48 unit koperasi dan 3.991 UMKM dikualifikasikan sangat berhasil. Hal ini dikarenakan adanya penghematan anggaran dalam mengembangkan jumlah koperasi dan UMKM.
· persentase koperasi aktif tahun 2014 terealisasi sejumlah 79,02% dari target 84% dan dari target tahun 2017 sebesar 100% dikualifikasikan berhasil. dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 0,1% dengan capaian 78,92%, dengan kualifikasi berhasil.

· bertambahnya modal sendiri koperasi tahun 2014 sebesar 74 milyar dari target 73 milyar dan target tahun 2017 sampai 80 milyar, dikualifikasikan sangat berhasil. Dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 6,95 milyar dengan capaian sebesar 67,05 milyar dengan kualifikasi sangat berhasil.
· bertambahnya SDM koperasi tahun 2014, yaitu sebesar 150 orang dari target 200 orang, dan target tahun 2017 sejumlah 500 orang, dikualifikasikan berhasil. Dibandingkan dengan tahun 2013 dengan capaian 960 orang atau  dikualifikasikan sangat berhasil, mengalami pengurangan jumlah SDM koperasi sejumlah 810 orang. dari analisa terjadinya pengurangan jumlah SDM koperasi dari tahun 2014-2013 disebabkan oleh adanya penghematan anggaran dalam merekrut SDM.
· peningkatan jumlah koperasi perikanan, perkebunan, pariwisata, perdagangan, dan pangan tahun 2014  yaitu sebesar 1,5%, 5%, 1%, 6%,4% dikualifikasikan berhasil. Dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami pengurangan %jumlah koperasi yaitu 3,80%, 25,97%, 1,89%, 10%, 1,64%.adanya penghematan anggaran dalam pelaksanaan program ini yang menyebabkan berkurangnya capaian ditahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013.


Analisis pencapaian kinerja penguatan kapasitas UMKM diukur menggunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu : jumlah kerjasama pengembangan produk kreatif tahun 2014 sebanyak 2 kerjasama masih sama dengan capaian tahun 2013 dan bertambahnya volume usaha UMKM di tahun 2014 sebesar 1,07 trilyun. Dibandingkan tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 0,22 dengan capaian 1,29 trilyun.


Program yang mendukung capaian sasaran strategis ini adalah program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif, program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah, program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah, program peningkatan kualitas koperasi, program pengembangan SDM koperasi dan UMKM, dan program pengembangan koperasi dan UMKM berbasis potensi lokal.


Dalam rangka peningkatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. capaian kinerja tahun 2012 mencapai 200% dikualifikasikan Sangat Berhasil. Artinya pada tahun 2013 mengalami  peningkatan sebesar 1,01% dibandingkan dengan tahun 2012. Hal ini menandakan semakin menguatnya kapasitas koperasi dan UMKM berbasis komoditi daerah.


Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis 1.1 : ”Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah”  antara lain : 
1. Belum maksimalnya pelaksanaan pelatihan SDM Pelaku Usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang merupakan unsur utama dan mendasar dalam memajukan KUMKM, dikarenakan Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah baru mulai dibangun tahun 2013.
2. Belum tersedianya pusat (center) lokasi dan sarana fisik untuk promosi dan bisnis bagi produk-produk Koperasi serta UMKM berbasis potensi lokal yang memadai sebagai sarana aktifitas pemasaran, promosi, dan pusat transaksi bisnis.
3. Terbatasnya jumlah dan kualitas Aparatur Pembina Koperasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan SKPD yang membidangi pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah saja. Disamping itu jumlah SDM pembina aparatur pada SKPD di kabupaten/kota jumlahnya sangat sedikit dan kualitas terbatas. 

Usulan upaya pemecahan masalah terhadap hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran tersebut adalah : 
1. Memprogramkan Pembangunan Infrastruktur dasar Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah seperti : Pembangunan Pusat Promosi dan Bisnis Produk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memadai.

2. Mengawasi Pembangunan Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar dibangun sesuai dengan fungsi dan peranannya.

3. Untuk meningkatkan SDM Pegawai/Aparatur Pembina Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan mengikutsertakan pegawai pada kegiatan pendidikan, seminar, sosialisasi dan rapat-rapat teknis yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maupun oleh Departemen/Lembaga/Instansi terkait lainnya.

4. Secara umum keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini dapat diupayakan dengan intensnya dukungan antar instansi terkait. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bekerja secara maksimal dengan didukung oleh Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM di kabupaten/kota untuk menyukseskan program-program yang telah direncanakan sebelumnya, juga dengan instansi terkait seperti Lembaga Provinsi, Lembaga Perbankan, perguruan Tinggi, dan LSM.
Sasaran Strategis 1.2.
Meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat.
Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.

Pencapaian target kinerja sasaran 1.2.

	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	Capaian

(%)

	1
	 
	2
	3
	4
	5

	2. Meningkatnya Pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat.

	1) Jumlah Penduduk Miskin (orang).


	65.000 orang
	67.230 orang 
	96,60%

	
	2) Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan makanan (Rp).
	Rp.450.000,-
	Rp.551.960,-


	122,66%



	
	3) Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan non makanan (Rp).


	Rp. 595,000,-
	Rp.495.751,-
	83,32%

	
	4) Rata-rata konsumsi kalori  perkapita sehari (kkal).


	2000 kkal
	1.813 kkal
	90,65%

	
	5) Rata-rata konsumsi protein perkapita sehari (gram).


	52 gram
	55,22 gram
	106,19%

	Capaian Sasaran 1.2.
	99,88%
	
	55,22 gram
	106,19%




Berdasarkan pengukuran kinerja dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian kinerja sasaran strategis 1.2.“Meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat“ mencapai 99,88% dikategorikan berhasil. terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang melebihi target yaitu : indikator kinerja yang berkualifikasi sangat berhasil yaitu : Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan makanan (Rp) sebesar 122,66% dan Rata-rata konsumsi protein perkapita sehari (gram) sebesar 106,19%. Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang berkualifikasi berhasil  yaitu : Jumlah Penduduk Miskin (orang) sebesar 96,60%, Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan non makanan (Rp) sebesar 83,32%, dan Rata-rata konsumsi kalori perkapita (kkal) sebesar 90,65%. 


Untuk mengukur pencapaian kinerja sasaran strategis 1.2. dilihat dari capaian target 5 (lima) indikator sebagai berikut : 
1. Jumlah penduduk miskin (orang);

Berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan bahwa secara keseluruhan pendapatan penduduk meningkat, sedangkan meningkatnya jumlah penduduk miskin mengindikasikan menurunnya pendapatan masyarakat, dengan demikian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat. Jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 2004-2014 berfluktuasi dari tahun ke tahun. Dari 2004-2014 jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 24,57 ribu orang, yaitu dari 91,8 ribu orang pada tahun 2004 menjadi 67,23 ribu orang pada tahun 2014. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2006 sempat mencapai 117,4 ribu orang, akan tetapi kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2010 menjadi 67,75 ribu orang. Dari tahun 2011 hingga tahun 2013 jumlah penduduk miskin juga berfluktuasi, mengalami penurunan dan peningkatan. Pada tahun 2013 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin dari bulan Maret 2013 ke bulan September 2013 yaitu dari 69,22 ribu orang pada Maret 2013 menjadi 70,90 ribu pada September 2013.pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin juga berfluktuasi/menurun sebesar 67.230 orang dibanding tahun 2013 sebesar 67.750 orang. Artinya ada penurunan penduduk miskin sebesar 520 orang 0,77% dari tahun 2013.

2. pengeluaran rata-rata perkapita sebulan makanan (Rp);


Tingkat kesejahteraan masyarakat selain dapat diukur dengan pendapatan perkapita juga dapat dilihat melalui pola konsumsi/pengeluaran rumah tangga berdasarkan pengeluaran untuk makanan dan non makanan.


Indikator tingkat kecukupan gizi yang disajikan dalam unit kalori dan protein dalam indikator kinerja rata-rata konsumsi kalori (kkal) perkapita sehari dan rata-rata konsumsi protein perkapita sehari (gram), dan indikator kinerja pengeluaran rumah tangga perkapita sebulan (Rp) dapat menggambarkan meningkatnya daya beli masyarakat. Perkembangan tingkat kesejahteraan berupa meningkatnya daya beli dapat diamati berdasarkan perubahan persentase pengeluaran yang dialokasikan untuk non-makanan, dimana semakin tinggi persentase pengeluaran non-makanan dapat mengindikasikan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan, terlihat bahwa persentase pengeluaran untuk non-makanan cenderung meningkat selama periode 2010-2014, dan sebaliknya persentase pengeluaran makanan semakin menurun.

Pengeluaran rata-rata perkapita perbulan makanan dari tahun 2011-2014 mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 sebesar Rp. 551.960 meningkat Rp. 60.840,- atau 12,39% dibanding tahun 2013 sebesar Rp.491.120,- . tahun 2013 meningkat Rp.9.624 atau 2,0% dibanding tahun 2012 sebesar Rp. 481.496. tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp. 88.891,- atau 22,64% dibanding tahun 2011 sebesar Rp. 392.605,-.


3.  pengeluaran rata-rata perkapita sebulan non makanan (Rp);

Pengeluaran rata-rata perkapita perbulan non makanan dari tahun 2011-2014 mengalami peningkatan. pada tahun 2014 sebesar Rp. 495.751 meningkat sebesar Rp. 47.146 atau 9,5% dari tahun 2013 yang mencapai Rp.491.120,-.Tahun 2012 rata-rata perkapita perbulan non makanan mencapai Rp. 400.200,- meningkat sebesar Rp 90.920,- atau 22,72% dari tahun 2011 sebesar Rp. 345.039,-.

4.   Rata-rata konsumsi kalori perkapita sehari (kkal);

  Rata-rata konsumsi kalori perkapita sehari dari tahun 2011-2014 berfluktuasi. Tahun 2014 tercapai 1.813 kkal, tahun 2013 tercapai 1.779 kkal, tahun 2012 tercapai 1.828 kkal, dan tahun 2011 tercapai 1.831 kkal.

5.   Rata-rata konsumsi protein perkapita sehari (gram).

Rata-rata konsumsi protein perkapita sehari dari tahun 2011-2014 berfluktuasi. Tahun 2014 tercapai 55,22 gram, tahun 2013 tercapai 54,16 gram, tahun 2012 tercapai 55,23 gram, dan tahun 2011 tercapai 54,90 gram.



Program yang menunjang sasaran ”Meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat” adalah Program Raskintis atau program Pemberian Beras bagi Masyarakat Miskin Gratis melalui kegiatan Pemberian Bantuan sosial subsidi beras kepada keluarga miskin secara miskin ke 7 (tujuh) kabupaten/kota sebanyak 41.635 Rumah Tangga Sasaran (RTS). 5.512 RTS di Pangkalpinang, 4.744 RTS di Kab. Bangka Barat, 9.182 RTS di kab.Bangka, 3.890 RTS di Bangka Selatan, 6.972 RTS Bangka Tengah, 7.589 RTS di Belitung, 3.746 RTS di Belitung Timur.


Sasaran strategis 1.2.” Meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat”, setidaknya dapat dilakukan pengukuran  dengan analisis capaian kinerja yaitu pengukuran kinerja pencapaian peningkatan pendapatan masyarakat dan tingkat kebutuhan minimum untuk layak hidup masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



 Dalam rangka peningkatan dari tahun ke tahun sasaran strategis 1.2. mengalami  peningkatan yang cukup signifikan. capaian kinerja tahun 2014 mencapai 99,88% dikualifikasikan Berhasil. Artinya mengalami  peningkatan sebesar 14,96% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 84,92%. Hal ini menandakan semakin meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat, artinya tingkat kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung semakin meningkat.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran ”Meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat” diantaranya adalah : 
1. Masyarakat Bangka Belitung dominan lebih mengandalkan perolehan pendapatan bergantung pada sektor pertambangan sehingga kurang mengandalkan perolehan pendapatan dari sektor unggulan lainnya. Memang dalam hal ini pendapatan masyarakat Bangka Belitung meningkat sehingga meningkatkan daya beli dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat meningkat. Tetapi hal ini akan juga menghambat pertumbuhan sektor komoditas unggulan daerah lainnya.
2. Masyarakat Bangka Belitung mulai meninggalkan sektor pertanian, peternakan dan perkebunan dimana Bangka Belitung pernah mengalami masa kejayaan di sektor pertanian terutama komoditi lada putih ”white muntok paper”.
3. Kenaikan harga pokok (konsumsi), biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan sebagainya yang tidak diimbangi dengan adanya peningkatan pendapatan merupakan faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat.
Usulan upaya pemecahan masalah terhadap hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran tersebut adalah : 
1. Adanya program-program seperti pengadaan beras murah (Raskin) oleh Pemerintah akan mampu meningkatkan daya beli masyarakat.

2. Pemerintah lebih intens mengembangkan program prioritas pertanian, perkebunan dan peternakan dimana sektor unggulan tersebut telah terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menunjang program-program seperti diatas dengan program pemberdayaan ekonomi rumah tangga lainnya.  
Tujuan 2 : 

Mewujudkan pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat Bangka Belitung, dengan 3 (tiga) sasaran sebagai berikut :

Sasaran Strategis 2.1.
Tersedianya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran.
Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4.

Pencapaian target kinerja sasaran 2.1.

	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	Capaian (%)

	1
	 
	2
	3
	4
	5

	3.  
	Tersedianya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran.
	1)    
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%).

	3,05%
	5,14%
	168,52%

	
	
	2)    
	Nilai Tukar Petani (NTP)
	105
	101,55
	93,17%

	
	
	3)    
	Nilai Tukar Nelayan (NTN).
	120
	102,98
	85,82%

	Capaian Sasaran 2.1
	115,84%


Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis  2.1. sebesar 115,846 % atau tercapai dengan kualifikasi  Sangat Berhasil.

Dalam rangka mencapai target sasaran strategis 2.1, setidaknya dapat dilakukan dengan analisis capaian kinerja yaitu pengukuran kinerja pencapaian peningkatan pengukuran penyediaan lapangan pekerjaan dan pengurangan angka pengangguran. 

Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja dari sasaran strategis 2.1. yaitu : 
1. Tingkat Pengangguran Terbuka (%); 
Tingkat Pengangguran Terbuka dari tahun 2011-2014 berfluktuasi. pada tahun 2014 sebesar 5,14%. Lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 sebesar 3,70%. Meningkat sebesar 1,44% dibanding tahun 2013. TPT pada tahun 2013 lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2012 sebesar 3,49%, meningkat 0,21% dari tahun 2012, tahun 2012 lebih rendah 0,21 dibanding capaian tahun 2011 sebesar 3,61. hal ini berarti bahwa pada tahun 2013 dari 100 angkatan kerja secara rata-rata terdapat 4 orang pencari kerja baik secara aktif maupun pasif. Pada tahun 2013 Kota Pangkalpinang memiliki angka pengangguran tertinggi dibandingkan kabupaten lain, bahkan lebih tinggi dari angka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 6,66%. Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi kedua dimiliki Kabupaten Bangka sebesar 4,26%, sementara Kabupaten Bangka Selatan memiliki angka pengangguran terbuka paling rendah yaitu sebesar 1,64%.

2. Nilai Tukar Petani (NTP), dan 
Sektor pertanian masih mendominasi dalam konstribusi penyerapan tenaga kerja. Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun 2014 sebesar 101,55 meningkat sebesar 1,06 dibanding tahun 2013 sebesar 100,49. NTP pada tahun 2013 meningkat sebesar 1,32 dibanding tahun 2012 sebesar 99,17, tahun 2011 NTP sebesar 99,16. Rata-rata Capaian NTP dari tahun 2011-2014 dikualifikasikan berhasil
3. Nilai Tukar Nelayan  (NTN). 

Nilai Tukar Nelayan (NTN) tahun 2014 sebesar 102,98 meningkat sebesar 12,44 dibanding tahun 2013 yang mencapai 90,54. NTN tahun 2013 meningkat 0,81% dibanding tahun 2012 sebesar 89,73%.  
Program yang mendukung sasaran ini dari sektor ketenagakerjaan adalah Program Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan yang dilaksanakan oleh SKPD teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Program itu berupa kegiatan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan tenaga kerja, Bimbingan Teknis manajemen lembaga pelataihan kerja, Sosialisasi ketenagakerjaan, Membangun kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam  pelayanan penempatan tenaga kerja ke luar negeri, Promosi produktivitas daerah, Analisis Produktivitas dan standar penetapan pengupahan minimum provinsi dan kabupaten/kota dan Sertifikasi tenaga kerja.
Program ketenagakerjaan ini terbukti mampu menunjang penyediaan lapangan pekerjaan dan pengurangan angka pengangguran. 

Program yang mendukung sasaran ini dari sektor pertanian meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) adalah dengan 2 (dua) program unggulan yaitu : 

1. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan melalui kegiatan promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah. 

2. Program peningkatan nilai tambah, daya saing, industri hiir, pemasaran dan ekspor hasil pertanian, melalui :

-  kegiatan pengembangan mutu dan standarisasi;

-  kegiatan pengembangan pemasaran domestik;

-  kegiatan usaha dan investasi.

Kedua program ini terbukti ampuh meningkatkan capaian Nilai Tukar Petani pada tahun 2014 sebesar 101,55 meningkat cukup signifikan sebesar 1,06 dibanding tahun 2013 sebesar 100,49
Program yang mendukung sasaran ini dari sektor kelautan dan perikanan yaitu Program pengembangan perikanan tangkap melalui kegiatan pengadaan kapal nelayan dan pengadaan kapal nelayan 7 GT. Program ini terbukti mampu meningkatkan Nilai Tukar Nelayan pada tahun 2014 ini sebesar 101,55 dari target NTN 120. meningkat  0,81% dibanding tahun 2012 sebesar 89,73%.  



Dalam rangka peningkatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. capaian kinerja tahun 2013 mencapai 92,06% dikualifikasikan Sangat Berhasil. Artinya pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 23,78,% dibandingkan dengan tahun 2013. Hal ini menandakan semakin mantapnya penyediaan lapangan pekerjaan dan semakin berkurangnya pengangguran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran ”Tersedianya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran” diantaranya adalah : kurang sinergisnya kebijakan dibidang tenaga kerja, pertanian dan perikanan dan kelautan  dalam hal :

1. kurangnya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

2. Mewujudkan hubungan yang harmonis dengan kelembagaan industrial.

3. kurangnya perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.
Adapun upaya pemecahan masalah dari hambatan dan kendala yang dihadapi dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran adalah mensinergiskan kebijakan dibidang tenaga kerja, pertanian dan perikanan dan kelautan guna :

1. Meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

2. Mewujudkan hubungan yang harmonis dengan kelembagaan industrial.

3. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.
Sasaran Strategis 2.2.
Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah.
Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5.

Pencapaian target kinerja sasaran 2.2.

	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	Capaian(%)

	1
	 
	2
	3
	4
	5

	4.   
	Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah.


	1)    
	Jumlah-jumlah sentra industri potensial yang dikembangkan (unit).


	6 unit
	6 unit
	100%

	
	
	2)    
	Pertumbuhan Sektor Pertanian (%).
	10%
	6,77%
	67,7%

	
	
	3)
	Pertumbuhan Sektor Perkebunan (%).

	10%
	9,04%
	
90,4%

	
	
	4)
	Pertumbuhan Sektor Peternakan (%).


	10%
	5,65%
	56,50%

	
	
	5) 
	Pertumbuhan Sektor Kehutanan (%).


	5%
	5,70%
	114%

	
	
	6)
	Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian (%).

	5%
	4%
	80%

	
	
	7)
	Pertumbuhan Sektor Pariwisata/Perdagangan,Hotel dan Restoran (%).


	10%
	7,69%
	76,90%

	
	
	8)
	Pertumbuhan Sektor Kelautan dan Perikanan (%).


	10%
	4,55%
	45,5%

	
	
	9)
	Pertumbuhan Sektor Perindustrian/Industri pengolahan (%).


	5%
	2,20%
	44%

	
	
	10)
	Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%).

	5%
	4,74%
	94,8%

	Capaian Sasaran 2.2
	76,98%


Berdasarkan pengukuran indikator kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian sasaran strategis pada tahun 2014 sebesar 76,98% dikategorikan berhasil. Hampir semua bidang capaian memiliki capaian dengan kualifikasi baik. Ini mengindikasikan bahwa semua sektor/bidang capaian sasaran berhasil mensinergiskan tugas pokok dan fungsi masing – masing.


Terdapat 10 (sepuluh) indikator kinerja penunjang sasaran strategis “berkembang sentra-sentra produk unggulan daerah, semuanya berhubungan dengan sentra-sentra produk unggulan dan pertumbuhan disemua sektor yang menghasilkan produk – produk unggulan daerah.

Pada tahun 2014 telah dibangun sentra-sentra produk unggulan daerah sebanyak 6 unit yaitu : koperasi Tenun Cual khas Bangka di Pangkalpinang, Pusat  Kerajinan Batu Itam Keramik Art di Sijuk Kab. Belitung, kerajinan Klub Buah Bulin “Arsel Cummunity di Kec. Sijuk Kab. Belitung, Kerajinan Resam Kacung di Kab. Bangka Barat, Kerajinan Kerupuk Kemplang Belinyu di Kab. Bangka, dan Kerajinan Gaharu di Kab. Bangka Tengah. pada tahun 2013 telah dibangun 2 (dua) unit sentra-sentra produk unggulan daerah.

Program yang mendukung capaian sasaran ini adalah program pengembangan sentra-sentra industri potensal, program peningkatan produktivitas sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan, kehutanan, pertambangan dan penggalian, sektor pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan dan perindustrian yang dilaksanakan oleh skpd-skpd teknis.
Capaian kinerja tahun 2014 sebesar 76,98% mengalami pelambatan dibanding capaian kinerja tahun 2013 yang mencapai 81,1%.hal ini dikarenakan adanya pelambatan di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 tumbuh 4,68% melambat 0,54% dibanding tahun 2013 sebesar 5,22%.  

Pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatra tahun 2014 hanya mencapai 4,66%, cenderung melambat dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 4,97%. Kebijakan penghematan anggaran menjadi salah satu anggaran penyebab terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi. Disisi lain, terjadi perlambatan perekonomian global yang membawa dampak bagi Indonesia termasuk wilayah Sumatera.
Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera tahun 2014 terjadi di seluruh provinsi di Pulau Sumatera. Delapan provinsi (termasuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) mengalami pertumbuhan ekonomi diatas pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera yang menunjukan bahwa provinsi-provinsi tersebut tumbuh lebih cepat dibandingkan dua provinsi lainnya di Pulau Sumatera (Provinsi Riau dan Aceh) pertumbuhan tertinggi terjadi pada Provinsi Jambi sebesar 9,93%, sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di urutan kedelapan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,68%.  

 Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran 2.2. ini adalah :

1. kurangnya pembangunan sentra-sentra produk unggulan daerah yang memadai.

2. belum optimalnya pertumbuhan di sektor-sektor yang menghasilkan produk-produk unggulan dikarenakan adanya perlambatan perekonomian secara global; laju inflasi yang cukup tinggi ditambah dengan adanya kenaikan bahan bakar minyak, kemudian tersendatnya ekspor komoditi-komoditi unggulan menyebabkan melemahnya perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014.
Upaya pemecahan permasalahan dalam menghadapi hambatan/kendala sasaran strategis 2.2. adalah : 

1. membangun sentra-sentra produk unggulan daerah yang memadai sehingga mampu mengoptimalkan penjualan produk-produk unggulan daerah dan mampu mengoptimalkan pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah tersebut.

2. Mengoptimalkan pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah, menstabilkan laju inflasi, menstabilkan harga bahan bakar minyak, melancarkan kran ekspor komoditi-komoditi unggulan daerah.
Sasaran Strategis 2.3.
Meningkat dan meratanya aktivitas perekonomian di kawasan-kawasan pedesaan.
Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6.

Pencapaian target kinerja sasaran 2.3.
	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	Capaian(%)

	1
	 
	2
	3
	4
	5

	5.  
	Meningkat dan meratanya aktivitas perekonomian di kawasan-kawasan pedesaan
	1)    
	Tingkat Kemiskinan Desa (%).
	5,08%
	6,84%
	65,35%

	
	
	2)    
	Persentase Badan Usaha Milik Desa yang aktif (%).


	20%
	20%
	100%

	
	
	3)    
	Jumlah pasar desa yang dikembangkan (unit).


	32 Unit
	32 unit
	100%

	 Capaian Sasaran 2.3.
	88,45%


Berdasarkan pengukuran indikator kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian kinerja dari 3 (tiga) indikator kinerja tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, tercapai sebesar 88,45% dapat dikategorikan berhasil.  Sasaran strategis 2.3. ini didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja yang terdiri dari : Tingkat Kemiskinan Desa (%), Persentase Badan Usaha Milik Desa yang aktif (%), dan jumlah pasar desa yang dikembangkan (unit).

Tingkat kemiskinan desa pada tahun 2014 sebesar 6,84% dibanding tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 0,13% yaitu sebesar 6,97%. Hal ini menandakan adanya peningkatan dari segi perekonomian masyarakat pedesaan. Persentase Badan Usaha Milik Desa yang aktif pada tahun 2014 meningkat 20%. Mengalami peningkatan sebesar 10% dibanding tahun 2013. Jumlah pasar desa yang dikembangkan pada tahun 2014 sebesar 32 unit meningkat sebesar 8 pasar desa atau 25% dibanding tahun 2013 mencapai 24 unit pasar. 

Program yang mendukung sasaran ini adalah program peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan keuangan desa, program peningkatan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa, program pemberdayaan sosial budaya masyarakat dan usaha ekonomi desa, program pengelolaan SDA desa dan pengembangan teknologi tepat guna, dan program penanggulangan kemiskinan pedesaan. Program ini terbukti mampu mendorong masyarakat untuk lebih mandiri secara ekonomi karena tepat sasaran ke masyarakat desa.
Dalam rangka peningkatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. capaian kinerja tahun 2013 mencapai 88,45% dikualifikasikan Berhasil. Artinya pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 7,35,% dibandingkan dengan tahun 2013. Hal ini menandakan meningkat dan meratanya aktivitas perekonomian di kawasan-kawasan pedesaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran Meningkat dan meratanya aktivitas perekonomian di kawasan-kawasan pedesaaan, diantaranya kurangnya infrastruktur sosial dan penunjang perekonomian di pedesaan.

Upaya pemecahan permasalahan dalam menghadapi hambatan/kendala dalam mencapai sasaran ini adalah mensinergiskan pembangunan dengan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun program pembangunan infrastruktur sosial dan penunjang ekonomi di daerah pedesaan sehingga meratanya aktivitas perekonomian di kawasan pedesaan-pedesaan.

Tujuan 3
Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan.

Sasaran Strategis 3.1.
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung.

Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6.

Pencapaian target kinerja sasaran 3.1.

	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	Capaian (%)

	1
	 
	2
	3
	4
	5

	6) 
	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung.
	1)  
	Angka Harapan Hidup
	71,3 tahun
	69,46 tahun
	97,42%

	
	
	2)    
	Angka Melek Huruf
	96,11
	96,44
	100,34%

	
	
	3)    
	Angka Rata-rata Lama Sekolah.


	7,84
	7,73
	98,60%

	
	
	4)    
	Pendapatan Per Kapita (Rp).

	Rp. 21.500.000,-
	Rp. 29.069.077,-
	135,21%

	Capaian Sasaran 3.1.
	107,89%


Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis 3.1. sesuai dengan RPJMD tahun 2012-2017 sebesar107,89% atau tercapai dengan kualifikasi Sangat Berhasil.
Berdasarkan pengukuran sasaran strategis dari indikator kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian kinerja dari 4 (empat) indikator kinerja tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja dengan kualifikasi sangat baik yaitu : Angka Melek Huruf (AMH) dan Pendapatan Perkapita (Rp). Terdapat 2 indikator kinerja dengan kualifikasi berhasil yaitu : Angka Harapan Hidup (AHH) dan Angka Rata-rata Lama Sekolah. 

 Komponen pembentuk IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah, dan Pendapatan Perkapita (Rp).
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia Bangka Belitung dapat dilihat dari kemampuan manusia Bangka Belitung dalam mencapai tingkat hidup yang layak. Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan suatu wilayah dalam 3 (tiga) dimensi dasar pembangunan manusia di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi secara umum. Jika IPM semakin baik, maka secara otomatis sumber daya manusia (SDM) juga semakin baik.

Capaian angka IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2014 belum dapat diukur masih menunggu data dari BPS, sementara ini masih menggunakan data capaian IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013 IPM tahun 2012 sebesar 73,78, dengan melihat perkembangan angka IPM tiap tahun, tampaknya kemajuan yang dicapai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pembangunan manusia cukup baik. Pada tahun 2007-2008, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan ke-10 di Indonesia dalam capaian pembangunan manusia. meskipun capaian IPM pada tahun 2009 lebih tinggi daripada 2008, namun peringkat IPM Provinsi ini mengalami penurunan yaitu menempati urutan ke-11 di Indonesia, sedangkan pada periode tahun 2010-2012, peringkat IPM Provinsi ini berada pada urutan ke-12. 

Jika dilihat menurut keterbandingan antar kabupaten/kota, pada tahun 2013 masyarakat di Kota Pangkalpinang memiliki capaian pembangunan manusia yang lebih baik dibandingkan wilayah kabupaten lainnya yaitu sebesar 76,85. Hal ini terjadi karena Kota Pangkalpinang sebagai ibukota provinsi yang menjadi pusat pembangunan baik dibidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Kabupaten Bangka Selatan merupakan wilayah dengan capaian pembangunan manusia yang paling rendah, rendahnya IPM kabupaten tersebut, disebabkan perkembangan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi tidak sepesat kabupaten/kota lainnya. Kondisi ini terlihat dari angka reduksi shortfaal rata-rata setiap tahunnya yang cenderung lebih kecil dibandingkan daerah lain di Provinsi ini.

Jika dibandingkan dengan angka provinsi, keseluruhan komponen pembentuk IPM di kota Pangkalpinang mempunyai nilai yang lebih tinggi dari angka provinsi, sedangkan Kabupaten Bangka Barat dan Bangka Selatan mempunyai nilai yang lebih rendah untuk seluruh komponennya.

Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 2014 belum diperoleh BPS sehingga masih menggunakan data AHH tahun 2013. Angka Harapan Hidup (AHH) Manusia Bangka Belitung dari 2011-2013 terus mengalami peningkatan. Ini artinya kualitas kesehatan masyarakat Bangka Belitung terus mengalami peningkatan. AHH Tahun 2014 belum terukur jadi masih menggunakan AHH tahun 2013 yaitu 69,46. Mengalami peningkatan dari tahun 2012 sebesar 0,25 yaitu 69,21. pada tahun 2012 mengalami peningkatan AHH sebesar 0,16 dibanding tahun 2011 yaitu 69,05. secara keseluruhan capaian Angka Harapan Hidup masyarakat Bangka Belitung mengalami peningkatan dari tahun 2011-2014 dengan kualifikasi capaian kinerja berhasil.
Angka Melek Huruf tahun 2014 belum dipublikasikan oleh BPS sehingga masih menggunakan data AMH tahun 2013 yaitu 96,44. AMH Bangka Belitung tahun 2010-2013 terus mengalami peningkatan. Ini menandakan adanya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Bangka Belitung dari tahun ke tahun. AMH tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 0,56 dibanding tahun 2012 sebesar 95,88. AMH tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 0,05 dibanding tahun 2011 yaitu 95,83. AMH tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 0,14 dibanding tahun 2010 yaitu 95,69. secara keseluruhan capaian Angka Melek Hidup masyarakat Bangka Belitung mengalami peningkatan dari tahun 2010-2014 dengan kualifikasi capaian kinerja sangat berhasil.
Pendapatan perkapita masyarakat Bangka Belitung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dari tahun 2010-2014 terus mengalami pendapatan perkapita seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, dapat dengan kualifikasi capaian kinerja sangat berhasil. Ini menandakan semakin meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Pendapatan perkapita pada tahun 2014 sebesar Rp.29.069.077,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.547.177,- atau 9,60% dibanding  tahun 2013 yaitu Rp. 26.535.004,-, tahun 2012 sebesar Rp. 23.999.845,- tahun 2011 sebesar Rp. 21.721.863,- tahun 2010 sebesar Rp. 19.519.878,-
Program-program yang mendukung tercapainya kinerja sasaran ini adalah : 

1. Program upaya kesehatan masyarakat.
2. Program PAUD, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Formal dan Non Formal, dan Program Manajemen Layanan Pendidikan. Kesemua program ini dijalankan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka meningkatkan capaian Angka Melek Huruf dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah. Untuk masyarakat Bangka Belitung kedua indikator tersebut sudah sangat berhasil karena telah melebihi target.


Capaian sasaran tahun 2014-2013 mengalami peningkatan. untuk tahun 2013 sebesar 107,80%. Pada tahun 2014 Mengalami peningkatan sebesar 0,09% dibandingkan dengan tahun 2013. Hal ini menandakan semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis ini adalah belum kuatnya komitmen kabupaten/kota dalam memperkuat capaian komponen pembentuk IPM kabupaten/kota sehingga masih terdapat IPM kabupaten/kota yang capaiannya rendah.



Upaya pemecahan permasalahan dalam menghadapi hambatan/kendala sasaran strategis 3.1. ini adalah : mensinergiskan kebijakan antar kabupaten/kota yang berkaitan dengan komponen pembentuk IPM kabupaten/kota, sehingga memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Bangka Belitung dan meningkatnya IPM Bangka Belitung.

Tujuan 4 :

Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan kreatif dalam dunia.

Sasaran Strategis 4.1.
Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat Dalam Seluruh Proses Pembangunan.
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8.

Pencapaian Target Kinerja Sasaran 4.1.

	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	Capaian (%)

	1
	 
	2
	3
	4
	5

	7.   
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.
	1)   
	Persentase Penurunan PMKS yang dibina menuju hidup mandiri (%).

	21,79%
	39,54
	156,34%

	
	
	2)    
	Persentase Peningkatan PSKS yang dibina menuju hidup mandiri. (%).

	19,96%
	23,04
	115,43%

	
	Capaian Sasaran 4.1.
	135,89%




Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strstegis tersebut, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis 4.1. sesuai dengan RPJMD tahun 2012-2017 sebesar 135,89 % atau tercapai dengan kualifikasi Sangat Berhasil.


Indikator kinerja dari capaian sasaran” Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan” terdiri dari 2 (dua) yaitu : Persentase penurunan PMKS yang dibina menuju hidup mandiri (%) terealisasi 39,54% tercapai sebesar 156,34% atau dikualifikasikan sangat berhasil. Pada tahun 2013 terealisasi 26,12% tercapai sebesar 171,62% atau dikualifikasikan sangat berhasil, artinya mengalami penurunan dibanding tahun 2013. Tahun 2014 persentase peningkatan PSKS yang dibina menuju hidup mandiri terealisasi 23,04% tercapai sebesar 115,43% atau dikualifikasikan sangat berhasil. Pada tahun 2013 terealisasi 25,61% tercapai sebesar 212,18% atau dikualifikasaikan sangat berhasil, artinya mengalami penurunan dibanding tahun 2013.

 

Secara keseluruhan Capaian sasaran ini tahun 2013-2014 dikualifikasikan sangat berhasil walaupun secara angka capaian terdapat penurunan. untuk tahun 2013 sebesar 191,9%. Pada tahun 2014 Mengalami penurunan sebesar 5,6 % dibandingkan dengan tahun 2013. Hal ini dikarenakan adanya penghematan anggaran untuk program yang mendukung meningkatnya sasaran dari indikator ini.


Program yang mendukung sasaran ini adalah program Rehabilitasi dan program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan. 


Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan adalah 

· kurang meluas dan meratanya pemberian bantuan bagi PMKS dalam pemenuhan dasar mereka. 

· Kurangnya tanggung jawab dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat.

· Laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat menambah beban pemerintah dalam proses melibatkan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.


Upaya pemecahan permasalahan dalam menghadapi hambatan/kendala sasaran strategis 4.1. ini adalah : 
· memperluas dan melaksanakan pemerataan pemberian bantuan bagi PMKS dalam pemenuhan dasar mereka. 

· Memperkuat tanggung jawab dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat.

· Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

Sasaran Strategis 4.2.
Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Pendapatan Masyarakat Bangka Belitung.
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9.

Pencapaian Target Kinerja Sasaran 4.2.

	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	Capaian(%)

	1
	 
	2
	3
	4
	5

	8.   
	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung.


	1)   
	Angka Partisipasi Murni (APM) :
·  SD/MI

·  SMP/MTs

·  SMA/SMK/MA

· 
	95,84
72,21
56,60
	92,62
63,79
52,66
	96,64%

88,34%
93,04%

	
	
	2)    
	Angka Partisipasi Kasar (APK) :
·  SD/MI

·  SMP/MTs
·  SMA/SMK/MA


	116,25
94,63
85,29
	111,46
95,08
74,73
	95,88
100,48
87,62

	
	
	3)
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) :

·  SD/MI

·  SMP/MTs

·  SMA/SMK/MA

· 
	94,36
64,86
51,69
	102,59
91,24
62,45
	108,72
140,67
120,82

	
	
	4)
	Jumlah Kematian Ibu melahirkan (per 100.000 orang).

	31 orang
	28
	109,68%

	
	
	5)
	Persentase cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan (%).


	97,5%
	91,14%
	93,48%

	
	
	6)
	Angka Kematian  Bayi
	31
	6,92
	177,68%

	
	
	7)
	Angka Kesakitan Malaria (per 1000)
	<2
	0,69%
	165,50%

	
	
	8)
	Prevelensi HIV
	<10
	0,01
	199,90%

	
	
	9)
	Angka Kesakitan DBD (per 100.000 orang).

	<51
	23,60
	153,73%

	
	
	10)
	Persentase bayi yang ditimbang berat badan (%).

	65%
	65,46%
	100,77%

	
	
	11)
	Persentase rumah sehat yang memenuhi syarat kesehatan (%).

	85%
	69,46%
	81,72%

	
	
	12)
	Rasio dokter spesialis.

	7,5
	9,56
	127,47%

	
	
	13)
	Persentase penduduk yang mendapat pelayanan kesehatan di kab/kota yang ikut sharing dana (%).

Persentase penduduk miskin peserta program JKSS yang mendapat layanan kesehatan rujukan tingkat III (%)


	5%

100%
	100%


	100%

	
	
	14)
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang melaksanakan pelayanan sesuai standar (%).

	100%
	100%
	100%

	
	
	15)
	PDRB Perkapita
	Rp.

22.637.060


	Rp.32.409.529
	143,17%

	
	
	Capaian Sasaran 4.1
	124,25




Berdasarkan pengukuran kinerja dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian kinerja sasaran strategis 4.1. “ Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung“ tercapai melebihi  target yang telah ditetapkan, sebesar 124,25% atau tercapai dengan kualifikasi  Sangat Berhasil. terdapat 12 (sebelas) indikator yang melebihi target yaitu sangat berhasil. Terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja yang berkualifikasi berhasil.


Untuk mengukur pencapaian setidaknya dapat dilihat dari capaian target 21 (dua puluh satu) indikator kinerja yang dapat dilakukan dengan 3 (tiga) analisis capaian kinerja yaitu 1). Analisis pengukuran capaian kinerja peningkatan kapasitas dan kualitas pendidikan, 2). Analisis pengukuran capaian kinerja peningkatan kapasitas dan kualitas kesehatan, 3). Analisis pengukuran capaian kinerja peningkatan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka Belitung.



Analisis pengukuran capaian kinerja peningkatan kapasitas dan kualitas pendidikan diukur menggunakan 9 (sembilan) indikator kinerja yaitu : APM SD/MI, APM SMP/MTs, APM SMA/SMK/MA, APK SD/MI, APK SMP/MTs, APK SMA/SMK/MA, APS SD/MI, APS SMP/MTs, dan APS SMA/SMK/MA. Capaian kinerja pengukuran ini erat kaitannya dengan pendidikan di Bangka Belitung dan pada tahun 2014 telah mencapai kinerja sasaran sebesar 103,53%, dinilai dengan kualifikasi Sangat Berhasil, cenderung menurun dibandingkan tahun 2013 capaian sebesar 105,74%, dan cenderung meningkat dibandingkan tahun 2012 pencapaian sasaran kinerja sebesar 102,11%, artinya peningkatan kapasitas dan kualitas pendidikan tahun 2012-2014 mengalami fluktuasi. Tahun 2012 ke 2013 meningkat sebesar 3,63%, tahun 2013 ke 2014 cenderung menurun sebesar 2,21%.


APM SD/MI tahun 2014 sebesar 92,62, tahun 2013 sebesar 97,01. APM SMP/MTs tahun 2014 sebesar 63,79, tahun 2013 sebesar 63,33. APM SMA/SMK/MA tahun 2014 sebesar 52,66, tahun 2013 sebesar 48,18. APK SD/MI tahun 2014 sebesar 111,46, tahun 2013 sebesar 115,72. APK SMP/MTs tahun 2014 sebesar 95,08,  tahun 2013 sebesar 99,77. APK SMA/SMK/MA Tahun 2014 sebesar 74,73, tahun 2013 sebesar 73,28. APS SD/MI tahun 2014 sebesar 102,59, tahun 2013 sebesar 108,4. APS SMP/MTs Tahun 2014 sebesar 91,24, tahun 2013 sebesar 91,49. dan APS SMA/SMK/MA tahun 2014 sebesar 62,45, tahun 2013 sebesar 59,13..



Adanya penurunan capaian kinerja sasaran melalui analisis pengukuran ini disebabkan oleh adanya kesenjangan antara jumlah penduduk dengan jumlah siswa selama tahun 2014, artinya bahwa secara aklamasi kinerja kualitas pendidikan ini tidak mengalami penurunan akan tetapi mengalami peningkatan, dikarenakan target yang ditetapkan pada tahun 2014 ini masih menggunakan data estimasi jumlah penduduk tahun-tahun sebelumnya, sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2014 mengalami peningkatan dibandingkan dengan target jumlah siswa yang tidak mengalami peningkatan jumlah. Sehingga terjadilah gap yang menyebabkan capaian kinerja melalui analisis ini mengalami penurunan.


Program yang mendukung tercapainya pengukuran melalui analisis peningkatan kualitas dan kapasitas pendidikan ini adalah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Program Pendidikan Menengah.



Analisis pengukuran capaian kinerja peningkatan kapasitas dan kualitas kesehatan diukur menggunakan 11 (sebelas) indikator kinerja yaitu : Jumlah Kematian Ibu melahirkan (per 100.000 orang), Persentase cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan (%), Angka Kematian Bayi, Angka Kesakitan Malaria (per 1000), Prevalensi HIV, Angka Kesakitan DBD (per 1000 orang), Persentase bayi yang ditimbang berat badan (%), Persentase rumah sehat yang memenuhi syarat kesehatan (%), Rasio dokter spesialis, Persentase Penduduk yang mendapat pelayanan kesehatan di kab/kota yang ikut dana sharing, Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang melaksanakan pelayanan sesuai standar (%).

· Jumlah Kematian Ibu Melahirkan (per 100.000 orang) tahun 2014 sebesar 28 orang, tahun 2013 sebesar 33 orang.

· Persentase cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan 9%) tahun 2014 sebesar 91,14%, tahun 2013 sebesar 91,62%.

· Angka Kematian Bayi tahun 2014 sebesar 6,92, tahun 2013 sebesar 7,69.

· Angka Kesakitan Malaria (per 1000) tahun 2014 sebesar 0,69, tahun 2013 sebesar 1,37.
· Prevalensi HIV tahun 2014 sebesar 0,01, tahun 2013 sebesar 5,7.
· Angka Kesakitan DBD (per 1000 orang) tahun 2014 sebesar 23,60, tahun 2013 sebesar 55,23.

· Persentase bayi yang ditimbang berat badan (%) tahun 2014 sebesar 65,5%, tahun 2013 sebesar 65,91%.

· Persentase rumah sehat yang memenuhi syarat kesehatan (%) tahun 2014 sebesar 69,46%, tahun 2013 sebesar 70,7%.

· Rasio dokter spesialis tahun 2014 sebesar 9,56, tahun 2013 sebesar 23,51.

· Persentase Penduduk yang mendapat pelayanan kesehatan di kab/kota yang ikut dana sharing, tahun 2014 dirubah menjadi Persentase penduduk miskin peserta program JKSS yang mendapat pelayanan kesehatan rujukan tingkat III, tahun 2014 terealisasi sebesar 100%.

· Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang melaksanakan pelayanan sesuai standar (%) tahun 2014 sebesar 100%, tahun 2013 sebesar 64,38%. 



Pada tahun 2014 terdapat perubahan indikator kinerja sesuai aturan dari Kemenkes RI yaitu Persentase Penduduk yang mendapat pelayanan kesehatan di kab/kota yang ikut dana sharing, dirubah menjadi indikator kinerja ”Persentase penduduk miskin peserta program JKSS yang mendapat pelayanan kesehatan rujukan tingkat III dengan target 100%. Dengan asumsi Provinsi hanya menanggung semua pasien yang menggunakan JKSS yang dirujuk oleh 4 (empat) kabupaten, kemudian mengeluarkan rujukan ke rumah sakit pusat tingkat III. Hal ini berbeda sekali dengan indikator kinerja di tahun 2013” Persentase Penduduk yang mendapat pelayanan kesehatan di kab/kota yang ikut dana sharing” dengan target 5% terealisasi 36,17% atau mencapai 734%, artinya pada tahun 2013 Pemerintah Provinsi masih menanggung seluruh pasien dari kabupaten/kota yang ikut sharing dana sehingga realisasi dari kinerja ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu 734%. Hal inilah yang membedakan capaian tahun 2014 dengan 2013 sehingga secara pengukuran kinerja tahun 2014 sebesar 128,18% dibandingkan tahun 2013 mengalami penurunan yang sangat signifikan 44,49%, yaitu mencapai 172,67%.akan tetapi tahun 2013 dibanding capaian tahun 2012 mengalami peningkatan capaian kinerja sebesar 171,11% atau 1,56%.


PDRB Perkapita untuk penghitungan capaian sasaran ini menggunakan data PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku. PDRB Perkapita Tahun 2010-2014 mengalami peningkatan per tahunnya. Secara keseluruhan rata-rata PDRB Perkapita masyarakat Bangka Belitung dari tahun 2010-2014 tercapai dengan kualifikasi sangat berhasil. PDRB Perkapita tahun 2014 sebesar Rp.32.409.529,- tahun 2013 sebesar Rp. 29.992.143,23, tahun 2012 sejumlah Rp.26.783.695,-, tahun 2011 sebesar Rp.24.227.567,-, tahun 2010 sebesar Rp. 21.713.855,-, tahun 2009 sebesar 19.315.739,-


Program yang mendukung analisis pengukuran kinerja peningkatan kapasitas dan kualitas kesehatan ini adalah program upaya kesehatan masyarakat, program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, program pelayanan kesehatan penduduk miskin, program perbaikan gizi masyarakat, program pengembangan lingkungan sehat, program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan, program standarisasi pelayanan kesehatan, dan program sumber daya kesehatan.


Analisis pengukuran capaian kinerja peningkatan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat  diukur menggunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu : PDRB Perkapita. Salah satu indikator mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah PDRB Perkapita. Pada tahun 2014 pengukuran capaian sasaran ini mencapai 143,17, meningkat 8,69% dibanding tahun 2013 mencapai Rp. 29.992.143,23 atau meningkat sebesar 11,50% dari tahun 2012 sebesar Rp. 26.544.014,06. Artinya tingkat kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung dari tahun 2012-2014 mengalami peningkatan.



Program yang mendukung analisis pengukuran kinerja ini diantaranya adalah program perencanaan pembangunan ekonomi secara umum dan program pemberdayaan ekonomi rumah tangga secara khusus.


Secara keseluruhan Capaian kinerja sasaran ”Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masrakat Bangka Belitung” untuk tahun 2014 sebesar 124,25% menurun 9,5% dibanding tahun 2013 yaitu 137,47%. Pada tahun 2013 Mengalami peningkatan sebesar 0,57% dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu 136,90%. Hal ini menandakan semakin meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.walaupun secara realisasi mengalami penurunan dikarenakan faktor yang telah dijelaskan diatas.


Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran”Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat”

1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan masyarakat Bangka Belitung, memiliki hambatan dan kendala dalam pencapaiannya adalah : 

a) Masih belum meratanya sarana, mutu, akses, dan relevansi pendidikan antara perkotaan dan pedesaan, oleh karenanya kedepan harus segera diambil langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar dilakukan perbaikan untuk sarana, mutu, akses dan relevansi pendidikan khususnya pada daerah pedesaan segera dapat ditingkatkan, sehingga kesenjangan tersebut dapat diminimalisir

b) Masih kurangnya SDM Pengajar di dunia pendidikan.

c) Semakin bertambahnya jumlah penduduk tiap tahunnya yang tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah siswa, sehingga terjadinya kesenjangan. 
d) Masih banyaknya permasalahan utama pendidikan di Indonesia, seperti : mahalnya biaya pendidikan, kurangnya pemerataan pendidikan di Indonesia, rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan, masih rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa.

2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas kesehatan masyarakat Bangka Belitung memiliki hambatan dan kendala berupa masih belum meratanya sarana, mutu, akses, dan pelayanan kesehatan tanpa adanya diskriminasi perlakuan pelayanan kesehatan antara masyarakat golongan menengah keatas dengan golongan menengah kebawah.

3. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka Belitung memiliki hambatan dan kendala kurangnya pemberdayaan ekonomi rumah tangga.



Upaya pemecahan permasalahan dalam menghadapi hambatan/kendala sasaran strategis 4.2. ini adalah : 
1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan masyarakat Bangka Belitung, memiliki hambatan dan kendala yang dapat diupayakan pemecahan permasalahannya dalam pencapaiannya seperti melakukan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dengan stakeholder yang terkait di bidang pendidikan, khususnya dalam mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas pendidikan antara kawasan perkotaan dengan pedesaan, masih lebarnya kesenjangan mutu atau kualitas pendidikan antara daerah pedesaan dengan pedesaan, tidak terlepas dari masih senjangnya kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga pendidik serta sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mendorong kesenjangan ini, maka perlu diambil strategi dan kebijakan khusus yang mendorong agar tenaga pendidik lebih tertarik untuk ditempatkan di daerah pedesaan. Selain itu pemenuhan sarpras pendidikan pedesaan agar lebih diprioritaskan dalam mengejar ketertinggalan tersebut. Mengingat masih kurangnya SDM Pengajar bisa dilakukan rekrutmen yang lebih banyak lagi sesuai dengan bidang pendidikan yang dibutuhkan. 

2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas kesehatan masyarakat Bangka Belitung memiliki hambatan dan kendala dapat diupayakan pemecahan permasalahannya melalui adanya program terobosan seperti jamkesmas, jampersal, JKSS, BOK untuk puskesmas, penambahan unit Mobil Puskesmas Keliling (Pusling) ke wilayah pedesaan dan pemberian perhatian khusus kepada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan terluar, guna meningkatkan akses masyarakat kepada layanan kesehatan yang bermutu.

3. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka Belitung memiliki hambatan dan kendala kurangnya pemberdayaan ekonomi rumah tangga dapat diupayakan pemecahan permasalahannya dengan meluncurkan program pemberdayaan ekonomi rumah tangga yang berbasis ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Sasaran Strategis 4.3.
Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja.
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10

Pencapaian Target Kinerja Sasaran 4.3.

	 Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	Capaian
(%)

	1
	 
	2
	3
	4
	5

	9)
	Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja 
	1)  
	Jumlah Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil (usaha).


	252 usaha
	444 usaha
	176%

	
	
	2)    
	Peningkatan volume usaha UMKM (Trilyun).


	2,0 trilyun
	1,07 Trilyun
	53,5%

	
	
	3)
	Jumlah tenaga kerja di sektor UMKM (orang).


	5.000 orang
	4.319 orang
	86%

	
	
	4)    
	Penduduk yang Bekerja (orang).


	690.523 orang
	604.223 orang
	87,50%

	
	
	5)
	Angkatan Kerja.
	712.283,10 orang
	636.959 orang
	89,42%

	Capaian Sasaran 4.3.
	98,48%




Berdasarkan pengukuran kinerja dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian kinerja sasaran strategis 4.3. “ Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja“ tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, sebesar 98,48% atau tercapai dengan kualifikasi Berhasil. terdapat 1 (satu) indikator yang melebihi target yaitu : Jumlah tenaga kerja di sektor UMKM (orang), terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang berkualifikasi berhasil yaitu : Jumlah industri mikro menjadi usaha kecil (unit), Penduduk yang bekerja (orang), dan Angkatan Kerja, dan terdapat 1 (satu) indikator kinerja berkualifikasi kurang berhasil yaitu peningkatan volume usaha UMKM (Trilyun).



Untuk mengukur pencapaian tahun 2014 setidaknya dapat dilihat dari capaian target 5 (lima) indikator sebagai berikut : 
1. Jumlah industri mikro menjadi usaha kecil (unit) tahun 2014, target 252 unit terealisasi sejumlah 444 unit dengan capaian 176% atau dikualifikasikan sangat berhasil. meningkat sebesar 80,76% dibanding tahun 2013 dengan target 21 unit terealisasi sebesar 20 unit dengan capaian sebesar 95,24% atau dikualifikasikan berhasil.
2. Peningkatan volume usaha UMKM (Trilyun);
Tahun 2014 dan 2013 targetnya sama 2,0 trilyun. Tahun 2014 terealisasi sejumlah 1,07 trilyun dengan capaian 53,3% atau dikualifikasikan kurang berhasil, menurun sebesar 1,12% disbanding tahun 2013 terealisasi 1,29 t dengan capaian 64,50%.
Penurunan capaian indikator kinerja volume usaha UMKM ditahun 2014 ini dikarenakan adanya penghematan anggaran terkait volume usaha UMKM.
3. Jumlah tenaga kerja di sektor UMKM;

Tahun 2014, target 5.000 orang, terealisasi 4.319 orang dengan capaian sebesar 86% menurun sebesar 37% dibanding tahun 2013 dengan target 21.000 orang tenaga kerja di sektor UMKM, terealisasi 25.828 orang dengan capaian 123%. 

Adanya penurunan capaian tahun 2014 dibanding tagunh 2013 ini disebabkan adanya penghematan anggaran terkait perekrutan jumlah tenaga kerja di sektor UMKM.

4. Penduduk yang bekerja (orang); 
Indikator kinerja jumlah penduduk yang bekerja dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jumlah penduduk yang bekerja dari tahun 2011-2014 berfluktuasi meningkat. Tahun 2014 sejumlah 604.223 orang, tahun 2013 596.786 orang, tahun 2012 sejumlah 583.102 orang, tahun 2011 sejumlah 589.634 orang.

5.  Angkatan Kerja.

Indikator kinerja angkatan kerja dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tahun 2011-2014 meningkat. Tahun 2014 sejumlah 636.959 orang, tahun 2013 sejumlah 619.700 orang, tahun 2012 sejumlah 604.163 orang, tahun 2011 sejumlah 611.698 orang.



Dalam rangka mencapai target sasaran strategis 4.3. setidaknya dapat dilakukan dengan analisis capaian kinerja yaitu analisis capaian pengukuran kinerja meningkatnya kemandirian usaha dan analisis capaian pengukuran kinerja meningkatnya kualitas tenaga kerja.



Analisis pencapaian pengukuran kinerja meningkatnya kemandirian usaha diukur menggunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu : Jumlah industri mikro menjadi usaha kecil (unit), dan peningkatan volume usaha UMKM (Trilyun). Hasil analisis pengukuran ini tahun 2014 mencapai 114,75% atau dikualifikasikan sangat berhasil  meningkat sebesar 34,88% dibanding tahun 2013 mencapai 79,87%, dikualifikasikan berhasil.


Analisis pencapaian pengukuran kinerja meningkatnya kualitas tenaga kerja menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu : Jumlah tenaga kerja di sektor UMKM (orang), Penduduk yang bekerja (orang), dan Angkatan Kerja.hasil analisis pengukuran tahun 2014 ini mencapai 87,64% dikualifikasikan berhasil. Dibandingkan tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 13,86% yaitu mencapai 101,50%, dikualifikasikan sangat berhasil.


Dilihat dari analisis pencapaian pengukuran kinerja meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja secara keseluruhan tahun 2014 sebesar 98,48% atau dikualifikasikan berhasil, mengalami peningkatan sebesar 5,43% dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 93,05%. capaian tahun 2013 dibandingkan capaian kinerja tahun 2012 sebesar 92,5% atau mengalami peningkatan sebesar 0,55% dikualifikasikan Berhasil. Hal ini menandakan semakin meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja dari tahun ke tahun.



Program yang mendukung pencapaian sasaran ”meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja” ini adalah :

1. Dari segi peningkatan kemandirian usaha, program terdiri dari : program penciptaan iklim usaha menengah yang kondusif, program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah, program pemgembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah, program pengembangan Sumber Daya manusia (SDM) koperasi dan UMKM.
2. Dari segi peningkatan kualitas tenaga kerja, didukung dengan program antara lain : program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, program peningkatan kompetensi dan perluasan kesempatan kerja dan program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan system pengawasan ketenagakerjaan.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran ”meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja adalah :

1. Dari segi kemandirian usaha, adanya mindset masyarakat yang termasuk katagori fresh graduate kebanyakan memilih bekerja dengan pemerintah/menjadi karyawan lebih menenangkan ketimbang bekerja sendiri atau membuka usaha sendiri. Hal ini sangat menghambat  perkembangan usaha mandiri atau kewirausahaan. kurang mudahnya UKM dalam memperoleh modal, kurangnya informasi mengenai bagaimana cara membuka usaha yang mandiri, kurangya teknologi, dan sistem distribusi penjualan yang baik membuat masyarakat kurang bergairah dalam meningkatkan kemandirian usaha.

2. Dari segi kualitas tenaga kerja, kurangnya tenaga kerja yang terdidik dan terlatih menyebabkan masih rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja sehingga masih rendahnya daya serap tenaga kerja.  



Upaya pemecahan permasalahan dalam menghadapi hambatan/kendala sasaran strategis 4.3. ini adalah : masih rendahnya motivasi generasi muda untuk meningkatkan kemandirian usaha atau dengan istilah lainnya berwirausaha, maka pemerintah harus memotivasi generasi muda untuk  berwirausaha dengan berbagai cara yang sistematis seperti pemerintah mengupayakan masuknya kurikulum dan pelatihan bagi pelajar, mahasiswa maupun masyarakat umum untuk mempelajari apa itu wirausaha.

Ada 3 (tiga) hal alasan mengapa kebanyakan masyarakat lebih memilih bekerja sebagai karyawan ketimbang berwirausaha :

1. Kurangnya keseriusan pemerintah dalam mendukung kelahiran para wirausahawan muda, walaupun sering dikatakan modal bukanlah faktor terpenting bagi wirausahawan, tapi tanpa modal finansial mustahil seseorang akan mampu berwirausaha. Sementara dunia perbankan memberlakukan persyaratan yang sangat sulit bagi para fresh graduate memperoleh pinjaman bank.

2. Sulitnya mendapatkan perijinan, sudah bukan rahasia lagi bahwa untuk memperoleh legalitas bagi dunia usaha bukanlah hal mudah. Selain faktor lamanya waktu, biaya ’non formal’ yang harus dikeluarkan untuk ’uang saku’ para pejabat pemberi ijin tidaklah kecil bagi para calon wirausahawan ini.

3. Meski kurikulum kewirausahaan telah diperkenalkan sejak beberapa tahun silam, namun jiwa wirausaha tak jua tumbuh di kalangan generasi sekolahan. Hal ini karena kesalahan-tafsir para pengelola pendidikan di dalam memaknai pendidikan kewirausaan. Selama ini para pendidik beranggapan bahwa pendidikan kewirausahaan adalah mengajarkan keterampilan-keterampilan membuat berbagai macam barang produksi, atau mengajarkan pelajaran pembukuan, tidak lebih dari itu.

Jadi, bisa disimpulkan bahwa dalam mempelajari kewirausahaan, teori tidaklah cukup, yang paling utama adalah praktek, karena dengan praktek, kita akan mengetahui bagaimana strategi yang bagus dalam berwirausaha, seperti strategi produksi, distribusi dan target pemasaran. Persoalan wirausaha bukan saja mengenai keterampilan, tetapi yang terpenting adalah dimilikinya mental wirausaha ini.



Dalam hal meningkatkan kualitas tenaga kerja peran pemerintah juga sangat besar. Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja kita masih menjadi momok penghambat majunya perekonomian Indonesia. Kita sebenarnya hanya membutuhkan kebijakan yang jelas dan konsisten terhadap UKM karena 90% lebih tenaga kerja dapat ditampung oleh IKM. Tentu saja hal tersebut harus didukung oleh kebijakan yang memudahkan UKM untuk mendapatkan modal, teknologi dan sistem distribusi yang baik. Jika hal tersebut dapat dipenuhi, maka pertumbuhan ekonomi indonesia akan bergerak melebihi garis ekulibrium hanya dengan peran UKM.

Sasaran Strategis 4.4.
Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan.
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11.

Pencapaian Target Kinerja Sasaran 4.4.

	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	Capaian
(%)

	1
	 
	2
	3
	4
	5

	10)
	Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan.

	1)  
	Intensitas pertemuan antar kepala daerah Gubernur dengan Bupati/Walikota (kali)
	4 kali
	4 kali
	100%

	Capaian Sasaran 4.4.
	100%


Berdasarkan pengukuran indikator kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian kinerja dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu intensitas pertemuan antar kepala daerah Gubernur dengan Bupati/Walikota (kali) tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis 4.4. “Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan” sebesar 100% atau tercapai dengan kualifikasi Berhasil.

Program yang mendukung keberhasilan sasaran ini adalah program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui kegiatan Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati Walikota se-provinsi kepulauan Bangka Belitung



Capaian sasaran untuk tahun 2014, 2013 dan 2012 mencapai 100% .

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran 4.4. “Bersinerginya pembangunan antara kawasan pedesaan dan perkotaan” adalah masih kurang sinergisnya kebijakan terkait program pembangunan daerah antara daerah di perkotaan dengan pedesaan.
Upaya pemecahan permasalahan dalam menghadapi hambatan/kendala sasaran strategis 4.4. ini adalah :


Kepala daerah Gubernur/Walikota/Bupati harus lebih intensif bertemu guna mempererat silaturahmi. Dengan intensnya pertemuan tersebut diharapkan akan banyak hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan program pembangunan daerah masing-masing yang dibicarakan dan disepakati. Dari hasil pembicaraan dari pertemuan tersebut diharapkan akan ada sharing masukan bagi kebijakan yang lebih baik bagi suatu daerah. Tindak lanjut dari pertemuan tersebut akan banyak kebijakan program pembangunan masing – masing daerah yang disinergikan menjadi kebijakan yang tepat arah. 

Tujuan 5 :

Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang sesuai peruntukan.

Sasaran Strategis 5.1.
Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan secara arif dan bijaksana.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 12.

Pencapaian Target Kinerja Sasaran 5.1.

	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	Capaian
(%)

	1
	 
	2
	3
	4
	5

	11)
	Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan secara arif dan bijaksana.

	1)  
	Tingkat Status Mutu Sungai (%)
	50%
	100%
	200%

	
	
	2)    
	Tingkat Status Mutu Udara Ambient yang dipantau (%)
	100%
	100%
	100%

	    Capaian Sasaran 5.1.
	150%




Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dari sasaran strategis 5.1.”Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan di pedesaan secara arif dan bijaksana” mencapai sebesar 150% atau tercapai dengan kualifikasi Sangat Berhasil.



Indikator kinerja dari sasaran strategis ini ada 2 (dua) yaitu : Tingkat Status Mutu Sungai (%) dan Tingkat Status Mutu Udara Ambient yang dipantau (%).
1. Indikator kinerja tingkat status mutu sungai tahun 2014 mencapai 200% atau dikualifikasikan sangat berhasil. Masih sama dengan capaian di tahun 2013 sebesar 200% menggambarkan bahwa mutu sungai yang ada di Bangka Belitung masih sangat baik, artinya lingkungan yang mempengaruhi mutu sungai masih bagus. jumlah sungai yang dipantau target 4 sungai yang terealisasi dipantau sejumlah 9 sungai. 

2. Indikator kinerja tingkat status mutu udara ambient yang dipantau menggambarkan mutu udara di 7 kabupaten/kota yang diinformasikan selama 1 tahun. artinya selama 1 tahun sebanyak 360 hari semua kabupaten/kota menginformasikan mutu udara di daerahnya masing-masing.
Program yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.


Tahun 2014 sebesar 150% tetap sama dengan capaian tahun 2013 sebesar 150%. Tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 0,50% atau mencapai 149,50%. Hal ini menandakan kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan di pedesaan secara arif dan bijaksana tetap baik.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis 5.1.adalah semakin bertambahnya jumlah penduduk tiap tahunnya menyebabkan semakin besar juga kebutuhan manusia akan pemenuhan kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Arus urbanisasi yang semakin meningkat menyebabkan semakin besarnya kebutuhan manusia akan lahan tempat tinggal dan sumber daya alam. Sifat manusia yang tidak cepat puas dengan kebutuhan pemenuhan hidupnya membuat manusia terus mengeksploitasi sumber daya alam yang tersedia. Pemenuhan hidup sebagai kebutuhan tidak lagi sebagai prioritas tapi pemenuhan kebutuhan hidup untuk kehidupan yang lebih eksentrik membuat manusia berlomba-lomba mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran tanpa memperhatikan pengelolaan lingkungan secara arif dan bijaksana.

Upaya pemecahan permasalahan dalam menghadapi hambatan/kendala sasaran strategis 5.1. ini adalah : masyarakat bersama dengan pemerintah mengelola lingkungan baik yang ada di pedesaan maupun perkotaan secara arif dan bijaksana. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu dalam pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Sehubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam, agar lingkungan tetap lestari, harus diperhatikan tatanan/tata cara lingkungan itu sendiri. Pengelolaan lingkungan hidup ini bertujuan : 

1. Mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya.

2. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara arif dan bijaksana.

3. Mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup.

4. Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang.

Sasaran Strategis 5.2.
Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan secara arif dan bijaksana.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 13.

Pencapaian Target Kinerja Sasaran 5.2.

	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	Capaian(%)

	1
	 
	2
	3
	4
	5

	12)
	Berkurangnya laju kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya lenting lingkungan
	1)  
	Jumlah Hari dengan Kualitas udara baik (hari)
	360 hari
	360 hari
	100%

	Rata - rata Capaian Sasaran 5.2.
	100%




Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis”Berkurangnya laju kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya lenting lingkungan, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis 5.2. sebesar 100% atau tercapai dengan kualifikasi  Berhasil.


Indikator kinerja pada sasaran ini yaitu Jumlah hari dengan kualitas udara baik selama 360 hari. Sesuai pemantauan kualitas udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini masih dalam kategori baik. Masih luasnya jumlah hutan yang dipelihara dan masih rendahnya tingkat polusi kendaraan, limbah industri, asap-asap pembakaran industri-industri berskala besar, sangat menunjang baiknya kualitas udara. 



Capaian sasaran untuk tahun 2014 sebesar 100%, tahun 2013 sebesar 100% masih sama dengan capaian tahun 2012 sebesar 100%. Hal ini menandakan berkurangnya laju kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya lenting lingkungan tetap berjalan baik.



Program yang menunjang tercapainya sasaran ini adalah program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis 5.2. ini adalah daya dukung lingkungan dapat ditingkatkan. Manusia selalu berusaha meningkatkan daya dukung lingkungannya terutama terhadap lingkungan buatan. Namun harus selalu diingat, kemampuan (kapasitas) lingkungan terbatas. Daya dukung lingkungan tidak mungkin terus-menerus ditingkatkan tanpa batas. Kondisi pada kenyataannya : jumlah penduduk akan terus bertambah dan tidak akan pernah berkurang. dengan demikian, kebutuhan dasar manusia seperti makanan, sandang dan perumahan akan terus bertambah besar, akibatnya sumber daya alam yang tersedia akan semakin banyak diambil dari lingkungan. Perkembangan iptek memicu industrialisasi. Untuk memenuhi kebutuhan populasi yang terus meningkat harus diproduksi bahan-bahan kebutuhan dalam jumlah besar melalui industri, akibatnya sebagai berikut :

1. Sumber daya alam yang diambil dari lingkungan semakin besar baik macam maupun jumlahnya.

2. Industri mengeluarkan limbah yang mencemari lingkungan.

3. Populasi manusia juga mengeluarkan limbah, yaitu limbah rumah tangga dan limbah manusia yang mencemari lingkungan.

4. Muncul bahan-bahan sintetik yang tidak alami, misalnya insektisida dan obat-obatan yang dapat meracuni lingkungan dan merusak keadaan keseimbangan lingkungan, sehingga menimbulkan pencemaran.

Semua hal itu berpengaruh terhadap daya lenting dan daya dukung lingkungan. 

Upaya pemecahan permasalahan dalam menghadapi hambatan/kendala sasaran strategis 5.2. ini adalah : dengan menciptakan lingkungan yang seimbang memiliki daya lenting dan daya dukung yang tinggi. Kemampuan lingkungan untuk memperbaiki kembali komponen yang berkurang disebut daya lenting lingkungan, sedangkan kondisi lingkungan yang dapat memberikan kehidupan bagi organisme yang menempatinya disebut daya dukung lingkungan.

Sasaran Strategis 5.3.
Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14

Pencapaian Target Kinerja Sasaran 5.3.

	 Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	Capaian (%)

	1
	 
	2
	3
	4
	5

	13)
	Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
	1)  
	Ketaatan terhadap RT/RW.
	95%
	90%
	94,74%

	
	
	2)
	Penurunan Luas Lahan Kritis (%).
	6%
	10,84%
	180,67%

	
	
	3)
	Persentase Reklamasi pada areal bekas tambang dalam kawasan hutan (%).


	10%
	10%
	100%

	Capaian Sasaran 5.3.
	126,57%




Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis 5.3. “Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang” sebesar 126,57% atau tercapai dengan kualifikasi  Sangat Berhasil.



Sasaran strategis ini meliputi 3 (tiga) indikator kinerja meliputi : ketaatan terhadap RT/RW, Penurunan luas lahan kritis (Ha), dan Persentase reklamasi pada areal bekas tambang dan kawasan hutan (%). 

1. Ketaatan terhadap RT/RW pada tahun 2014 masih sama dengan capaian tahun 2013 yaitu mencapai realisasi target sebesar 94,74%; 



Pada tahun 2014 capaian ketaatan RT/RW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru berupa Peraturan Daerah yang baru disahkan pada awal tahun 2014 ini. Pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dimaksudkan bertujuan untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah provinsi yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.



Pemanfaatan tata ruang di dalam RT/RW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, Lahan Perkebunan dan Areal Penggunaan Tanah lainnya. Hutan Lindung dan Hutan Produksi Tetap di Pulau Bangka terdapat di bagian wilayah pantai sedangkan di Pulau Belitung menyebar sesuai dengan bentuk topografi kawasan yang bergunung. Areal Penggunaan tanah lainnya terdapat di wilayah tengah pulau Bangka demikian juga di Pulau Belitung. Pada kawasan ini terdapat prasarana jalan yang dapat menghubungkan wilayah-wilayah pemukiman satu dengan pemukiman lainnya.

Struktur kota yang direncanakan terdiri dari pelayanan/orde I Utama di Kota Pangkalpinang sedangkan untuk ibukota kabupaten adalah orde kedua dan ibukota kecamatan merupakan orde berikutnya.

Sebaran prasarana sebagian besar di pusat kegiatan utama Pangkalpinang, yang juga dapat menghubungkannya dengan kota-kota lain melalui jaringan jalan arteri dan juga kolektor serta jaringan perhubungan lautnya.

2. Penurunan luas lahan kritis (%) pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 6%, terealisasi  sebesar 10,84% atau seluas 1.642.414,52 Ha dengan capaian kinerja sebesar 180,67% atau dikualifikasikan sangat berhasil. Artinya pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 80,67% dibanding tahun 2013. pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 4% terealisasi sebesar 4% atau seluas 158.887,81 Ha, artinya pencapaian kinerja mencapai 100% atau dikualifikasikan sangat berhasil. Pada tahun 2012 penurunan luas lahan kritis ditargetkan 2% terealisasi sebesar 2%, sehingga mencapai kinerja 100%.


Penetapan lahan kritis mengacu pada lahan yang telah rusak karena telah kehilangan penutupan vegetasinya sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sebagai penahan air, pengendali eroso, siklus hara, pengatur iklim mikro dan retensi karbon. Berdasarkan kondisi vegetasi, kondisi lahan dapat diklasifikasikan sebagai : sangat kritis, kritis, agak kritis, potensi kritis, potensi kritis dan kondisi normal. Sehubungan kriteria tersebut, luas lahan kritis Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan data Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Baturusa Cerucuk Pangkalpinang Tahun 2014 adalah seluas 1.642.414.52 Ha, dengan kriteria sangat kritis 26.836.83 Ha, kritis 86,002,05 Ha, agak kritis 359.915,84 Ha, potensi kritis 1.010.395,84 Ha, tidak kritis 145.031,10 Ha, lahan kritis 112.838,87 Ha. Total penurunan luas lahan kritis tahun 2014 seluas 12.232.851 Ha. 
3. Persentase reklamasi pada areal bekas tambang dan kawasan hutan (%) pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 10% terealisasi sebesar 10% atau seluas 80 Ha dari luas kawasan hutan Bangka Belitung berdasarkan SK Menhut yaitu 798.696.794,65 Ha, dengan capaian kinerja sebesar 100% atau dikualifikasikan berhasil. Sama dengan capaian tahun 2013 yaitu 100%. tahun 2013 ditargetkan 7%, dapat direalisasikan sebesar 7% atau sebesar 70 Ha dari luas kawasan hutan, sehingga mencapai kinerja sebesar 100%. Pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 5% terealisasi sebesar 5%



Capaian sasaran “Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang” tahun 2014 mencapai 126,57%. Mengalami peningkatan sebesar 31,37% dibanding tahun 2013 sebesar 95,20%. Tahun 2013 Mengalami peningkatan sebesar 3,05% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 98,25%. Hal ini menandakan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.


Program yang mendukung capaian sasaran ini adalah program perencanaan tata ruang, program pemanfaatan ruang, dan program rehabilitasi hutan dan lahan.
Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis 5.3. ”Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang” adalah :  

1.  makin maraknya pembangunan sarana dan prasarana baik itu perumahan, rumah toko dan bangunan lainnya yang makin banyak mempergunakan lahan daerah, akan banyak menimbulkan permasalahan kedepannya apabila tidak diterbitkanya aturan/pedoman ketaatan terhadap RT/RW.
2.  sejak dikeluarkan aturan diperbolehkannya Tambang Inkonvensional tahun 2007, banyak masyarakat Bangka Belitung beralih mata pencaharian ke sektor tambang dan galian. Banyaknya bahan tambang timah yang dikandung di perut bumi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menarik hasrat masyarakat. Mereka berlomba-lomba mengeruk isi perut bumi. Pendapatan masyarakat kian meningkat dan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan sandang, pangan, dan papan melebihi semestinya. Penambangan besar-besaran tanpa memperhatikan dampak berupa kerusakan lingkungan terus menerus menjadi ancaman tanpa ada upaya reklamasi. Masyarakat hanya memikirkan apa yang dihasilkan alam untuk mereka tanpa memikirkan apa yang harus mereka beri untuk alam. Mereka terus membuka hutan tanpa adanya reklamasi lahan bekas tambang. Pikiran seperti inilah yang sangat menghambat perlindungan fungsi ruang.  
Upaya pemecahan permasalahan dalam menghadapi hambatan/kendala sasaran strategis 5.3. ini adalah : 
1.  Pemerintah menerbitkan aturan/pedoman ketaatan terhadap RT/RW sambil melakukan pengawasan langsung terhadap jalannya pelaksanaan perda RT/RW yang telah diterbitkan.

2.
Pemerintah secara perlahan-lahan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat tentang arti pentingnya perlindungan fungsi ruang. sambil mencari alternatif solusi sektor ekonomi unggulan yang lain yang dapat dikembangkan guna mengganti ketergantungan terhadap sektor tambang dan galian. Memprioritaskan sektor unggulan lainnya yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan, sektor pariwisata, sektor perdagangan dan perindustrian, sektor kelautan dan perikanan. 

· Di sektor pertanian dan perkebunan pemerintah dapat mengulang kembali kesuksesan sebagai daerah penghasil White Muntok peper atau Lada Putih dari Muntok. Menggalakkan kembali program merevitalisasi komoditas Lada Putih yang telah memiliki nama paten di dunia nasional maupun internasional.

· Di sektor pariwisata, pemerintah dapat bersama-sama menghidupkan sektor pariwisata. Telah banyaknya even-even kepariwisataan nasional maupun internasional yang telah diadakan di Bangka Belitung, telah mampu membuka gerbang wisatawan untuk berwisata ke Bangka Belitung. Wisata pantai, wisata kuliner, wisata religi, desa wisata, wisata budaya merupakan objek wisata yang dapat dinikmati di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

· Di sektor kelautan dan perikanan


Bangka Belitung merupakan daerah kepulauan, artinya luas laut lebih besar daripada luas daratannya. Hal ini dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan produktivitas hasil kelautan dan perikanan. Ada 2 jenis budidaya yang dapat dikembangkan, yaitu budidaya laut dan budidaya air tawar dan air kolong bekas Tambang Inkonvensional.

· Sektor perindustrian dan perdagangan


Banyaknya industri kecil, makro, dan menengah yang berkembang dapat meningkatkan pertumbuhan sektor industri dan perdagangan, disamping itu penyerapan tenaga kerja oleh UKM sangat signifikan.

Tujuan 6 : 

Menguatkan kemitraan dan partisipasi aktif antar stakeholder dalam pengelolaan lingkungan.

Sasaran Strategis 6.1.
Terkelolanya lingkungan hidup berbasis tanggungjawab bersama.
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 15.

Pencapaian Target Kinerja Sasaran 6.1.

	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	Capaian (%)

	1
	 
	2
	3
	4
	5

	14)
	terkelolanya lingkungan hidup berbasis tanggung jawab bersama
	1)  
	Capaian luas kawasan lindung terhadap luas kawasan hutan wilayah babel (%).

	30%
	34,21%
	114,03%

	
	
	2)
	Jumlah penanganan pengaduan masyarakat akibat pencemaran dan kerusakan LH yang ditindaklanjuti (kasus).

	5 kasus
	5 kasus
	100%

	
	
	3)
	Luas kawasan konservasi laut dan perairan (Ha).

	200.000 Ha
	  350.000 Ha
	175%

	
	
	4)
	Jumlah pulau-pulau kecil yang dikonservasi (pulau).

	7 pulau
	11 pulau
	157,14%

	Capaian Sasaran 6.1.
	136,54%




Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis 6.1. “Terkelolanya lingkungan hidup berbasis tanggung jawab bersama” sebesar 136,54% atau tercapai dengan kualifikasi  Sangat Berhasil. Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang melebihi target yaitu : Capaian luas kawasan lindung terhadap luas kawasan hutan babel (%), luas kawasan konservasi laut dan perairan (Ha), dan Jumlah pulau-pulau kecil yang dikonservasi (pulau). Terdapat 1 (satu) indikator kinerja dikategorikan berhasil yaitu Jumlah penanganan pengaduan masyarakat akibat pencemaran dan kerusakan LH yang ditindaklanjuti (kasus).



Terdapat 4 (empat) indikator kinerja dari sasaran strategis 6.1. dan selama tahun 2014 dibandingkaan dengan tahun 2013 telah mencapai kinerja sebagai berikut :

1. Capaian luas kawasan lindung terhadap luas kawasan hutan babel (%);
Capaian luas kawasan lindung terhadap luas kawasan hutan babel tahun 2014 sebesar 34,21% atau seluas 225.437% dikategorikan sangat berhasil, meningkat sebesar 22,85% dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 11,36% atau seluas 225.437 Ha 
2. Jumlah penanganan pengaduan masyarakat akibat pencemaran dan kerusakan LH yang ditindaklanjuti (kasus);
Jumlah penanganan pengaduan masyarakat akibat pencemaran dan kerusakan LH yang ditindaklanjuti tahun 2014 sebanyak 5 kasus dari target sebanyak 5 kasus, tercapai 100% dengan kualifikasi berhasil, tahun 2013 sebanyak 8 kasus dari target kasus sebanyak 8 kasus. Dari segi banyaknya kasus yang ditindaklanjuti dari tahun 2013 ada 8 kasus di tahun 2014 ada 5 kasus yang ditindaklanjuti menandakan semakin berkurangnya pengaduan masyarakat akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari tahun 2013.
3. Luas kawasan konservasi laut dan perairan (Ha);
Luas kawasan konservasi laut dan perairan tahun 2014 terealisasi mencapai 350.000 Ha dari target 200.000 Ha, dengan capaian sebesar 175% atau dikualifikasikan sangat berhasil. Dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami peningkatan capaian kinerja sebesar 33,06%. Target tahun 2013 sebesar 350.000 Ha, terealisasi sejumlah 496.792 Ha, dengan capaian kinerja sebesar 141,94% atau dikualifikasikan berhasil.
4. Jumlah pulau-pulau kecil yang dikonservasi (pulau). 
Jumlah pulau-pulau kecil yang dikonservasi pada tahun 2014 terealisasi sejumlah 7 pulau dari target 11 pulau, dengan capaian kinerja sebesar 157,14% atau dikualifikasikan sangat berhasil. Dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 42,85%. jumlah pulau-pulau kecil yang dikonservasi terealisasi sejumlah 8 pulau dari target 7 pulau, dengan capaian kinerja sebesar 114,29%.


Secara keseluruhan Capaian sasaran 6.1. untuk tahun 2014 sebesar 136,54% mengalami peningkatan sebesar 40,38% dibandingkan tahun 2013 sebesar 96,16%. Mengalami peningkatan sebesar 0,15% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 96,01%. Hal ini menandakan semakin baiknya pengelolaan lingkungan hidup berbasis tanggung jawab bersama”.


Program yang mendukung tercapainya sasaran 6.1. “Terkelolanya lingkungan hidup berbasis tanggung jawab bersama” diantaranya adalah program pemanfaatan potensi sumber daya hutan, program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, program perlindungan dan konservasi hutan,serta program pengelolaan dan pengawasan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta sumberdaya perikanan.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis ” Terkelolanya lingkungan hidup berbasis tanggung jawab bersamanya” adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup yang seimbang sebagai tanggung jawab moral terhadap alam yang telah menyediakan sumber daya alam guna pemenuhan kebutuhan hidup.
Upaya pemecahan permasalahan dalam menghadapi hambatan/kendala sasaran strategis 6.1. ini adalah : Pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat bersama-sama mengelola lingkungan hidup yang seimbang sebagai rasa tanggung jawab terhadap alam yang telah menyediakan sumber daya alam.

Tujuan 7 :

Melanjutkan pembangunan dan pasokan infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai sarana dan prasarana penunjang pembangunan seperti : jalan raya, jalan pelabuhan laut, pelabuhan udara, listrik, irigasi, air bersih dan sanitasi serta pos dan telekomunikasi.
Sasaran Strategis 7.1.
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan sehingga membuka akses bagi pengembangan ekonomi yang lebih luas.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 16.

Pencapaian Target Kinerja Sasaran 7.1.

	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	Capaian (%)

	1
	 
	2
	3
	4
	5

	15)
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan sehingga membuka akses bagi pengembangan ekonomi yang lebih luas
	1)
	Rasio Panjang Jalan per jumlah kendaraan.


	3,7
	0,44%
	11,76%

	
	
	2)  
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%).


	0,68%
	44,22%
	137,88%

	
	
	3)
	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%).


	68,03%
	88,97%
	130,78%

	
	
	4)
	Jumlah Penerapan Energi Alternatif (Rumah)
	70 rumah
	80 rumah
	114,28%

	
	
	5)
	Persentase Penduduk Berakses Air minum berkualitas (%).
	74%
	77,05%
	104,12%

	
	
	6)
	Jumlah Jaringan Hotspot (titik).
	14 titik
	14 titik
	100%

	 Capaian Sasaran 7.1.
	99,80%




Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis 7.1.”Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan sehungga membuka akses bagi pengembangan ekonomi yang lebih luas” sebesar 99,80% atau tercapai dengan kualifikasi Berhasil.



Sasaran strategis 7.1.”Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan sehingga membuka akses bagi pengembangan ekonomi yang lebih luas” meliputi 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu : Rasio Panjang Jalan per jumlah kendaraan, Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik (%), Jumlah Penerapan Energi Alternatif (rumah), Persentase Penduduk yang mengakses Air Minum Berkualitas (%), dan Jumlah Jaringan Hotspot (titik). 



Dalam pencapaian kinerja sasaran strategis berkualifikasi berhasil ini terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang melebihi target atau berkualifikasi sangat berhasil yaitu : proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%), Jumlah Penerapan Energi Alternatif (rumah). Terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang berkualifikasi berhasil yaitu : Jumlah Jaringan Hotspot (titik). Terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang belum berhasil yaitu rasio panjang jalan per jumlah kendaraan.


Rasio Panjang Jalan per jumlah kendaraan tahun 2014 masih menggunakan data tahun 2013 yaitu 0,44 tercapai 11,76%. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik tahun 2014 sebesar 44,22%, tahun 2013 sebesar 65,57%, Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik (%) tahun 2014 sebesar 88,97%, tahun 2013 sebesar 80,905, tahun 2012 sebesar 73,94%. Jumlah Penerapan Energi Alternatif (rumah) tahun 2014 sebesar 80 rumah, tahun 2013 sebesar 250 rumah, tahun 2012 sebesar 200 rumah. Persentase Penduduk yang mengakses Air Minum Berkualitas (%) tahun 2014 sebesar 77,05, tahun 2013 sebesar 49,9%, tahun 2012 sebesar 75,85%, tahun 2011 sebesar 74,18%, dan Jumlah Jaringan Hotspot (titik) tahun 2014 dan 2013 sama yaitu sejumlah 14 titik. 



Infrastruktur, prasarana dan sarana menjadi salah satu kunci dalam pertumbuhan ekonomi dan daya saing suatu daerah. ketersediaan infrastruktur akan membuka akses suatu daerah dan membuka akses segala aspek pembangunan. Sebagai daerah kepulauan infrastruktur, sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam mewujudkan konektivitas intern dan intrawilayah, terutama di daerah pesisir dan pulau-pulau terpencil.



Capaian sasaran untuk tahun 2014 sebesar 99,80%. Mengalami penurunan dibanding tahun 2013 sebesar 62,65% terealisasi sebesar 162,45% dikualifikasikan sangat berhasil. Tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 0,40% dibanding tahun 2012 sebesar 162,45%.


Adanya penurunan capaian sebesar 62,65% pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 dikarenakan pada tahun 2013 indikator kinerja jumlah penerapan energi alternative dengan target 70 rumah dapat terealisasi sejumlah 250 rumah dengan capaian 357%, dibandingkan dengan tahun 2014 target 70 rumah terealisasi sejumlah 80 rumah dengan capaian 114%. Indikator inilah yang menyebabkan capaian tahun 2014 mengalami penurunan. Indikator ini adalah indikator kinerja dari program pemberian Pembangkit Listrik Tenaga Surya secara cuma-cuma oleh PLN Kepulauan Bangka Belitung sejak tahun 2012   


Program yang mendukung terwujudnya sasaran strategis 7.1. ”Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan sehingga membuka akses bagi pengembangan ekonomi yang lebih luas” adalah : program peningkatan pelayanan angkutan, program pembangunan jalan dan jembatan, program pemberian bantuan PLTS kepada desa-desa yang membutuhkan, dan program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan, dan program pembangunan jaringan hotspot. 
Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan sehingga membuka akses bagi pengembangan ekonomi yang lebih luas adalah kondisi topografi Bangka Belitung yang terdiri dari pulau-pulau, daerah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kawasan dengan pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan strategis cepat tumbuh. Mengingat terpisahnya antar daerah yang satu dengan yang lain oleh lautan akan sangat menyulitkan bagi perkembangan ekonomi. 
Upaya pemecahan permasalahan dalam menghadapi hambatan/kendala sasaran strategis 7.1. ini adalah guna mempercepat perkembangan sektor unggulan daerah, maka peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur terutama pedesaan masih sangat dibutuhkan. Dibutuhkan sinergitas kebijakan antar daerah pedesaan maupun perkotaan dalam pemerataan dan peningkatan akses pembangunan ekonomi berupa infrastruktur penunjang pembangunan.

Tujuan 8 :

Mendorong pengembangan wilayah-wilayah potensial yang memiliki nilai strategis dan cepat tumbuh.
Sasaran Strategis 8.1.
Berkembangnya daerah kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis, dan kawasan cepat tumbuh.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 17.

Pencapaian Target Kinerja Sasaran 8.1.
	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	Capaian(%)

	1
	 
	2
	3
	4
	5

	16)

	Berkembang nya Daerah Kawasan Ekonomi khusus, wilayah strategis, dan kawasan cepat tumbuh
	1)  
	Jumlah daerah kawasan Industri baru yang dikembangkan (kawasan).


	6 kawasan
	6 kawasan
	100%

	
	
	2)
	Jumlah Desa Wisata (desa).


	24 desa
	24 desa
	100%

	
	
	3)
	Persentase Desa Menggunakan Listrik (%).


	100%
	100%
	100%

	 Capaian Sasaran 8.1.
	100%




Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis               8.1.“Berkembangnya daerah kawasan ekonomi khusus, wilayah strstegis, dan kawasan cepat tumbuh” sebesar 99,91% atau tercapai dengan kualifikasi Sangat Berhasil.


Sasaran strategis ini meliputi 3 (tiga) indikator kinerja yaitu : Jumlah daerah kawasan industri baru yang dikembangkan (kawasan), Jumlah desa wisata (desa), Persentase desa menggunakan listrik (%).
· Pada tahun 2014 jumlah daerah kawasan industri baru yang dikembangkan sebanyak 6 kawasan. 6 (enam) kawasan tersebut terdiri dari : kawasan Tanjung,  Ular di kab. Bangka Barat, kawasan Tanjung Berikat di kab. Bangka Tengah, kawasan Teluk Kelabat di daerah Belinyu kab. Bangka, kawasan Ketapang di kota Pangkalpinang, kawasan Sigi kab. Belitung, dan kawasan Air Kelik Kab. Belitung. Pada tahun 2014 bertambah 4 kawasan dibandingkan tahun 2013 sebanyak 2 kawasan.
· jumlah desa wisata yang dikembangkan pasda tahun 2014 masih sama sebanyak 24 desa.  
· Persentase desa yang menggunakan listrik pada tahun 2014 target 100% tercapai 100% atau dikualifikasikan berhasil. Meningkat sebesar 0,09% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 99,73% atau dikualifikasikan berhasil. Tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 sebesar 98,75% capaiannya meningkat sebesar 0,98%. Pada tahun 2014 seluruh desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah dapat mendapat layanan listrik. Tahun 2013 Hanya terdapat 1 desa di daerah kabupaten Belitung yang belum dapat mengakses layanan listrik masuk desa. Merupakan suatu prestasi besar bahwa  seluruh daerah di pedesaan sudah mendapatkan layanan listrik, artinya program ketenagalistrikan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil.


Program yang mendukung sasaran ini adalah program pengembangan industry berbasis sumber daya alam, program pengelolaan keragaman budaya, program pengembangan desa wisata dan program listrik pedesaan.


Capaian sasaran ini dari tahun 2012-2014 meningkat. Capaian tahun 2014 sebesar 100% atau dikualifikasikan berhasil, meningkat sebesar 0,09% dibanding tahun 2013 sebesar 99,91 atau dikualifikasikan berhasil. Tahun 2013 meningkat sebesar 0,71% dibandingkan tahun 2012 sebesar 99,20%. Hal ini menandakan semakin baiknya perkembangan daerah kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis, dan kawasan cepat tumbuh di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis ” Berkembangnya daerah kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis, dan kawasan cepat tumbuh” adalah :

1. Kurangnya peran kelembagaan pengelola dan pelaksana.
2. Kebijakan insentif fiskal yang diberikan pemerintah kurang menarik investor.
3. Iklim investasi belum kondusif karena belum adanya kemudahan birokrasi.
4. Terbatasnya aksebilitas pendukung kelancaran pengembangan usaha, seperti infrastruktur yang belum memadai. 
Upaya pemecahan permasalahan dalam menghadapi hambatan/kendala sasaran strategis 8.1. ini adalah :
1. Adanya komitmen yang kuat antara pemerintah daerah, kebijakan fiskal dan nonfiskal, serta infrastruktur dasar pada kawasan.
2. Pemilihan yang tepat dan pengembangan yang optimal terhadap jenis komoditas yang diunggulkan.
3. Tersedianya infrastruktur sesuai dengan kebutuhan kawasan.
4. Segala bentuk peraturan, hukum dan kemudahan birokrasi dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan keinginan masyarakat.
Sasaran Strategis 8.2.
Semakin terbukanya akses lintas desa/kecamatan, lintas kabupaten/kota, lintas regional/nasional, dan lintas negara.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 18.

Pencapaian Target Kinerja Sasaran 8.2.

	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	Capaian (%)

	1
	 
	2
	3
	4
	5

	17)
	Semakin terbukanya akses lintas desa/ kecamatan, lintas kabupaten/kota, lintas regional/ nasional, dan lintas Negara.

	1)  
	Jumlah Pelabuhan Laut/ Bandar Udara/ Terminal Bus (unit).


	22 unit
	26 unit
	118,18%

	
	
	2)
	Jumlah media TV Lokal dan Radio Lokal.


	3 TV lokal

4   Radio lokal
	3 TV lokal

4 Radio
lokal
	100%

	
	
	3)
	Jumlah Media Cetak Lokal.
	8 media cetak
	8 media cetak
	100%

	Capaian Sasaran 8.2.
	106,06%




Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis 8.2. ”Semakin terbukanya akses lintas desa/kecamatan/lintas kabupaten/kota, lintas regional/nasional, dan lintas Negara” sebesar 106,06% atau tercapai dengan kualifikasi Sangat Berhasil.



Sasaran strategis “Semakin terbukanya akses lintas desa/kecamatan/lintas kabupaten/kota, lintas regional/nasional, dan lintas Negara” meliputi 3 (tiga) indikator kinerja yaitu : Jumlah Pelabuhan Laut/Bandar Udara/Terminal Bus (unit) tahun 2014 masih sama dengan tahun 2013 sejumlah 26 tercapai 100% dikualifikasikan berhasil, Jumlah media TV Lokal dan Radio Lokal masih tahun 2014 sama dengan tahun 2013 sejumlah 7 tercapai 100% dikualifikasikan, dan Jumlah Media Cetak Lokal tahun 2014 masih sama dengan tahun 2013 sejumlah 8 mencapai 100% dikualifikasikan berhasil.



Capaian sasaran untuk tahun 2014 sama dengan 2013 sebesar 106,06%. Tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 1,06% Hal ini menandakan Semakin terbukanya akses lintas desa/kecamatan/lintas kabupaten/kota, lintas regional/nasional, dan lintas negara. 


Program yang mendukung tercapainya sasasan strategis ini adalah program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa.
Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis 8.2. ”Semakin terbukanya akses lintas desa/kecamatan/lintas kabupaten/kota, lintas regional/nasional, dan lintas Negara” adalah :

1. Adanya kesenjangan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana pedesaan dan perkotaan.
2. Dengan semakin terbukanya akses antar daerah menyebabkan terjadinya akulturasi budaya dan sosial antar daerah/Negara
3. Dengan semakin terbukanya akses lintas desa/kecamatan/lintas kabupaten/kota, lintas regional/nasional, dan lintas Negara akan memicu konflik sosial. 
Upaya pemecahan permasalahan dalam menghadapi hambatan/kendala sasaran strategis 8.1. ini adalah :
1. Melaksanakan program pemerataan dan peningkatan infrastruktur, sarana, dan prasarana penunjang pembangunan daerah pedesaan dan perkotaan.

2. Masyarakat harus lebih kuat dan pintar dalam ”melawan” arus globalisasi yang semakin cepat dan meluas. Generasi muda harus dibekali ilmu pengetahuan dan keterampilan, semangat dan motivasi yang kuat dalam mempertahankan budaya lokal agar tidak tergerus oleh budaya luar. 

3. Pemerintah sangat besar peranannya dalam membantu masyarakat sekarang ini yang gencar dimasuki berbagai pengaruh sosial dan budaya dari luar. Diharapkan pemerintah mampu membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong pembangunan yang berbudaya lokal.

Tujuan 9 :

Menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis. 

Sasaran Strategis 9.1.
Menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 19.

Pencapaian Target Kinerja Sasaran 9.1.

	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	Capaian
(%)

	1
	 
	2
	3
	4
	5

	18)
	Menciptakan birokasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan
	1)  
	Persentase SKPD yang telah menerapkan SPM (SKPD).

	100%
	60%
	60%

	
	
	2)
	Jumlah SKPD yang telah menyampaikan SOP (SKPD).

	37 SKPD
	37 SKPD
	100%

	
	
	3)
	Jumlah SKPD yang telah dievaluasi kelembagaannya (SKPD).

	2 SKPD
	2 SKPD
	100%

	Capaian Sasaran 9.1.
	86,67%




Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis 9.1.“Menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan”  sebesar 86,67% atau tercapai dengan kualifikasi Berhasil. 


Sasaran strategis ini meliputi 3 (tiga) indikator kinerja yaitu : 
· Persentase SKPD yang telah menerapkan SPM (%) tahun 2014 sebesar 60% (22 skpd dari 37 skpd) dengan kualifikasi  cukup berhasil. meningkat sebesar 10% dibanding tahun 2013 sebesar 50% (18 skpd dari 37 skpd). 
· Jumlah SKPD yang telah menyampaikan SOP tahun 2014 sebanyak 37 skpd dari 37 skpd artinya kinerjanya mencapai 100% atau dikualifikasikan berhasil. Dibandingkan tahun 2013 baru 16 skpd. Pada tahun 2014 telah dilaksanakan kegiatan penyusunan SOP Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, artinya semua SKPD telah menyusun SOP sesuai dengan tupoksi masing-masing. 
· Jumlah SKPD yang telah dievaluasi kelembagaannya pada tahun 2014 cuma 2 SKPD yaitu setwan Sekretariat Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung dan. tahun 2013 sebanyak 16 skpd teknis yaitu : DPPKAD, Dinkopumkm, Dinhub, Diskominfo, Distanbunnak, Disnakertrans, Dinas PU, Dinkessos, Dinas Kehutanan, DKP, Distamben, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan. Dinas Perindag, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan Dinas Pemuda dan Olahraga.
Tujuan dari evaluasi kelembagaan ini tiap tahunnya salah satunya adalah guna tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi. output dari evaluasi kelembagaan tahun 2013 ini adalah Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang SOTK Dinas Daerah Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung. Output evaluasi kelembagaan 2 skpd teknis tahun 2014 masih berupa draft perda di Sekretariat Dewan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.


Capaian sasaran untuk tahun 2014 sebesar 86,76% dikualifikasikan berhasil, mengalami peningkatan kinerja sebesar 17,01 dibanding tahun 2013 sebesar 69,75% atau dikualifikasikan berhasil. capaian tahun 2013 Mengalami peningkatan sebesar 1,55% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 68,20%. Hal ini menandakan terciptanya birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan.



Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini adalah program reformasi birokrasi dan program peningkatan kapasitas aparatur.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis ” Menciptakan birokrasi yang efektif, efisien dan bebas dari konflik kepentingan” ,tidak terlepas dari reformasi birokrasi yang sedang didengung-dengungkan selama  sepuluh tahun terakhir ini di Indonesia. Tujuan dari reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi yang efektif, efisien dan bebas dari konflik kepentingan. Reformasi birokrasi secara mendasar berarti perubahan sikap mental dari yang dilayani menjadi pelayan professional sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Beberapa faktor yang menghambat pengimplementasian reformasi biokrasi secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut :  

1. Minimnya komitmen dan kepemimpinan politik.
Kuatnya komitmen dan kepemimpinan politik untuk merubah paradigma birokrasi akan menentukan keberhasilan birokrasi itu sendiri.

2. Terjadinya politisasi birokrasi.
Masih adanya politisasi birokrasi di Indonesia tidak hanya terjadi pada saat ini, namun telah terjadi sejak kita masih dibawah pemerintahan Hindia Belanda. Kooptasi partai politik ataupun kepentingan lain terhadap birokrasi sudah menjadi hal akut. Hal inilah yang menjadikan birokrasi lemah dan tidak berpihak pada kepentingan public secara keseluruhan.
3. Penentangan (resistensi) dari dalam birokrasi itu sendiri.
Point ketiga ini merupakan salah satu kendala sekaligus tantangan dalam suksesnya pelaksanaan reformasi birokrasi.”kenyamanan”yang dirasakan selama ini oleh jajaran birokrat (status quo) membuat mereka sulit untuk merubah pola pikir maupun sikap mental untuk mendukung kearah perubahan yang lebih baik. Intinya terjadi penentangan oleh pihak internal (birokrat itu sendiri) terhadap usaha perubahan yang menjadi inti dari reformasi birokrasi. Ketidakinginan untuk merubah pola piker termasuk budaya kerja dari para birokrat  yang ada tentunya menjadi kendala dalam perubahan itu sendiri.
4. Minimnya kompetensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. 
Reformasi birokrasi tidak akan berhasil jika tidak ada kompetensi sumber daya manusianya dalam implementasinya. Semakin tepat dan kompeten pelaksanaya makin tinggi tingkat keberhasilan reformasi birokrasi. Jargon,”the right man, on the right place, in the right time” adalah hal yang perlu diperhatikan.

Upaya pemecahan permasalahan dalam menghadapi hambatan/kendala sasaran strategis 9.1. ini adalah : 

1. dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan reformasi birokrasi pelaksanaan fokus dan prioritas sangat dipengaruhi oleh komitmen dan kemampuan yang dimiliki pemerintah dan resistensi yang ada dalam birokrasi, dengan mereview terhadap  :

a. struktur birokrasi yang ada,

b. analisis terhadap proses pemerintahan dan pembangunan,

c. perubahan manajemen sumber daya aparatur,

d. perubahan sistem pengawasan,

e. perubahan manajemen keuangan.

2. Perbaikan manajemen sumber daya aparatur dengan strategi memperbaiki sistem rekruitmen, sistem kinerja, sistem remunerasi, dan sistem pengisian jabatan/promosi.

Tujuan 10 :

Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk menciptakan kepuasan masyarakat atas layanan-layanan publik.
Sasaran Strategis 10.1.
Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 20.

Pencapaian Target Kinerja Sasaran 10.1.

	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	Capaian
(%)

	1
	 
	2
	3
	4
	5

	19)
	Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa.

	1)  
	Persentase jumlah LAKIP SKPD yang dievaluasi memperoleh nilai B (%).

	25%
	20%
	80%

	
	
	2)
	Opini Audit BPK
	WTP
	WDP
	WDP

	
	
	3)
	Persentase Pejabat Negara yang telah menyampaikan LHKPN (%)
	100%
	80%
	80%

	
	
	4)
	Persentase Jumlah Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan APIP dan BPK RI (%).
	93,00%
	93,00%
	100%

	
	
	5)
	Persentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat (%).


	100%
	0%
	100%

	 Capaian Sasaran 10.1.
	90%




Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis 10.1. “Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa” mencapai sebesar 90% atau tercapai dengan kualifikasi  Berhasil.



Sasaran strategis 10.1. “Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa” meliputi 5 (lima) indikator kinerja yaitu : 
· Persentase Jumlah LAKIP SKPD yang dievaluasi memperoleh nilai B (%) tahun 2014 sebesar 25% dikuallifikasikan berhasil meningkat 5% dibandingkan tahun 2013 sebesar 20%.

· Opini Audit BPK tahun 2014 masih sama dengan tahun 2013 yaitu WDP, opini WDP tersebut diperoleh dengan alasan sebagai berikut : pengelolaan asset daerah yang belum tertib, pelaporan keuangan belum sepenuhnya sesuai sistem akuntansi pemerintah, pemberian dana hibah dan bantuan sosial tidak sesuai ketentuan, dan besarnya tindak lanjut rekomendasi hasil temuan kerugian keuangan Negara yang belum selesai.
· Persentase Pejabat Negara yang telah menyampaikan LHKPN tahun 2014 sebesar 80%. Meningkat sebesar 20% dibanding tahun 2013 sebesar 60%. LHKPN Pemerintah Provinsi Bangka Belitung masih sebatas eselon II.  Pada dasarnya seluruh eselon II  telah menyampaikan LHKPN, akan tetapi ada beberapa eselon II yang dirolling dan belum mengisi ulang LHKPN. Persentase jumlah rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP dan BPK RI tahun 2014 mencapai 100% atau dikualifikasikan berhasil sama dengan capaian tahun 2013. 
· persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat sebesar 100% atau dikualifikasikan berhasil, dikarenakan tidak ada kasus pengaduan oleh masyarakat, artinya dapat diselesaikan sebelum sampai ke Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sama dengan pencapaian tahun 2013 sebesar 100% dengan asumsi ada beberapa kasus pengaduan masyarakat mampu diselesaikan oleh Inspektorat Provinsi secara tuntas dengan kualifikasikan berhasil.


Capaian sasaran tahun 2013 sebesar 90%. Masih tetap sama capaiannya di tahun 2014 sebesar 90%. sasaran untuk tahun 2012 sebesar 89,25%. Mengalami peningkatan ditahun 2013 sebesar 0,75%. Hal ini menandakan semakin terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis 10.1. ini adalah program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah. 

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran sasaran strategis 10.1. “Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa” adalah masih maraknya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam penyelenggaraan Negara dan pemerintahan. Belum kuatnya komitmen penyelenggara Negara dalam menghilangkan praktek KKN masih dirasakan sangat menghambatnya jalannya roda pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Upaya pemecahan permasalahan dalam menghadapi hambatan/kendala sasaran strategis 10.1. ini adalah : adanya komitmen yang kuat bagi penyelenggara negara guna memberantas praktek-praktek yang berhubungan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan adanya komitmen yang kuat para penyelenggara negara diharapkan timbul rasa ingin melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dan profesional tanpa dipengaruhi oleh praktek-praktek yang diluar kewajaran birokrasi.
Sasaran Strategis 10.2.
Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintahan.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 21.

Pencapaian Target Kinerja Sasaran 10.2.

	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	Capaian (%)

	1
	 
	2
	3
	4
	5

	20)
	Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintahan
	1)  
	Persentase Unit Pelayanan yang telah menerapkan Standar Pelayanan Publik (%).


	100%
	75%
	75%

	
	
	2)
	Angka Kriminalitas.

	0,00396
	0,0016
	159,60%

	
	
	3)
	Penegakan Perda (%).

	95%
	80%
	84,21%

	Capaian Sasaran 10.2.
	106,27%




Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, sasaran strategis 10.2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintahan” tercapai sebesar 106,27% atau tercapai dengan kualifikasi Sangat Berhasil.



Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang meliputi sasaran strategis ini adalah Persentase unit pelayanan yang telah menerapkan Standar Pelayanan Publik tahun 2014 sebesar 75% dikualifikasikan berhasil, mengalami peningkatan sebesar 5% dibandingakan tahun 2013 sebesar 70% atau dikualifikasikan berhasil. Angka Kriminalitas tahun 2014 terealisasi sebesar 0,0016 dengan capaian 159,60% atau dikualifikasikan sangat berhasil. meningkat 105,1% dibandingkan angka kriminalitas tahun 2013 sebesar 0,0021 dengan capaian 54,50%. Artinya keamanan dari tindak kejahatan kriminalitas di tahun 2014 ini sangat baik. Hal ini disebabkan oleh makin kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penegakan Perda di tahun 2014 sebesar 80% yaitu 3 kasus pelanggaran perda yang ditegakkan, dikualifikasikan berhasil, meningkat sebesar 20% dibandingkan tahun 2013 sebesar 60%. 



Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis 10.2. ini adalah program peningkatan kapasitas aparatur dan program pemeliharaan keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan tindak kriminalitas.


Capaian sasaran tahun 2012-2014 mengalami peningkatan. untuk tahun 2012 sebesar 63,10%. Mengalami peningkatan sebesar 0,62% ditahun 2013. Capaian kinerja di tahun 2014 Mengalami peningkatan sebesar 42,55% di bandingkan tahun 2014. Hal ini menandakan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis 10.1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintahan” sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Permasalahan utama dalam pelaksanaan pelayanan publik ini adalah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah telah menetapkan unit pelayanan publik sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah telah membuat kebijakan tentang standar pelayanan publik, akan tetapi dalam praktek kenyataannya standar pelayanan publik tersebut belum banyak diimplementasikan oleh unit pelayanan publik, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri telah sekitar 80% unit pelayanan yang telah menerapkan kebijakan standar pelayanan publik, lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan kinerja unit pelayanan juga turut andil dalam menghambat pelayanan publik. Kurangnya reward dan punishment pemerintah terhadap kinerja unit-unit pelayanan juga disebut faktor lemahnya/lesunya pelayanan terhadap masyarakat. 


Upaya pemecahan permasalahan dalam menghadapi hambatan/kendala sasaran strategis 10.1. ini adalah : Pemerintah harus mempunyai komitmen yang kuat dan terarah dalam mengawasi kinerja unit-unit pelayanan publik dalam menerapkan kebijakan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan. Kalau perlu pemerintah menyediakan reward bagi unit pelayanan publik yang berprestasi dan memberikan punishmant bagi unit pelayanan yang tidak bekerja maksimal dalam layanan. Mendengarkan keluhan masyarakat terhadap layanan yang diterima oleh masyarakat juga sangat diperlukan, karena masyarakat adalah elemen yang langsung merasakan layanan itu sendiri. Apakah dengan mereview secara rutin dan berkala keluhan-keluhan yang disampaikan lewat sms, kontak person, kotak saran, dsb. Jadi secara keselurahan peran pemerintah sangat besar dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan. Banyak hal-hal nyata yang dapat dilakukan pemerintah dalam membantu masyarakat memperoleh layanan sebagai penyumbang pajak terbesar di negeri ini.


Akuntabilitas Keuangan/Realisasi Belanja

1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikelola mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Secara teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kerugian daerah, pengelolaan keuangan BUMD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, serta sistem informasi keuangan daerah.
2. Pendapatan Daerah

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menganggarkan pendapatan dan belanja untuk pelaksanaan kegiatannya dalam APBD Tahun 2014. Pendapatan dianggarkan sebesar Rp.1.722.417.070.217,83 dan realisasi sebesar Rp.1.720.588.901.763,92 atau 99,89%. Dibandingkan dengan tahun 2013, terjadi peningkatan realisasi pendapatan daerah sebanyak Rp. 110.922.465.303,61 atau meningkat 6,45%.
Di tahun 2013 Pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp. 1.554.611.722.708,58 dengan realisasi sebesar Rp. 1.529.630.121.225,62 atau 98,39%. Perincian terhadap anggaran dan realisasi pendapatan tahun 2014, sebagai berikut : 

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan daerah yang bersumber dari PAD sebesar Rp 556.742.867.297,83 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp.  563.923.319.168,92 atau 101,29%. dengan perincian sebagai berikut :

1).
Pajak daerah tahun 2014 ditargetkan Rp. 499.202.994.535,74 terealisasi Rp. 508.270.977.895,35 atau 101,82%. 
2). Restribusi daerah tahun 2014 dianggarkan Rp. 5.901.678.950,00 terealisasi Rp. 9.393.018.827,00 atau 159,16%. 
3).
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2014 dianggarkan Rp. 7.500.000.000,00 terealisasi Rp. 1.205.926.846,39 atau 16,08%. 
4).
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 44.138.193.812,09 terealisasi Rp. 45.053.395.600,18 atau 102,07%. 
b. 
Dana Perimbangan

Pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan pada tahun 2014 ditargetkan Rp. 1.034.374.722.920,00 terealisasi sebesar Rp. 1.025.142.797.595,00 atau 99,11%. Dana Perimbangan Tahun 2014 dirinci sebagai berikut :

1).
Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak pada tahun 2014 sebesar 174.950.191.595,00. 
2). 
Dana Alokasi Umum pada tahun 2014 sebesar Rp. 806.820.146.000,00. 
3).
Dana Alokasi Khusus pada tahun 2014 sebesar Rp. 43.372.460.000,00. 
Secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari Dana perimbangan pada tahun 2014 mengalami kenaikan dari Rp. 907.835.915.596,00 atau meningkat 1,11%.

b. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah pada tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp. 131.299.480.000,00 terealisasi sebesar Rp. 131.522.785.000,00 atau 100,17%.Lain-lain pendapatan yang sah tahun 2014, dengan perincian :

1. Hibah tidak dianggarkan dan tidak ada realisasinya.
2. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi tidak dianggarkan dan tidak ada realisasinya.
3. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dianggarkan sebesar Rp. 131.299.480.000,00 terealisasi sebesar Rp. 131.522.785.000,00 atau 100,17%.
Realisasi Belanja
Realisasi Belanja Tahun 2014
1. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014.
Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam satu tahun anggaran yang menjadi pengeluaran daerah. Pada tahun anggaran 2014 dialokasikan sebesar Rp. 1.924.383.150.881,78, terealisasi sebesar Rp. 1.608.214.763.769,88 atau 83,57% dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak langsung dianggarkan Rp. 1.016.409.393.479,78 yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai Rp. 303.779.760.640,61, Belanja Hibah Rp. 203.224.437.112,00, Belanja Bantuan Sosial Rp. 1.030.000.000,00, Belanja Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota Rp. 233.243.093.633,99, Belanja Bantuan Keuangan Rp. 265.398.559.934,00 dan Belanja Tidak Terduga Rp. 9.733.542.159,18, dari anggaran tersebut terealisasi Rp. 855.937.873.421,53 atau 84,21%.

b. Belanja Langsung

Belanja langsung dianggarkan Rp. 907.973.757.402,00 yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai Rp. 78.574.583.300,00, Belanja Barang dan Jasa Rp. 447.315.828.222,00 dan Belanja Modal Rp. 382.083.345.880,00 dari anggaran tersebut terealisasi Rp. 752.276.890,348,35 atau 82,85%.

Secara keseluruhan diketahui bahwa realisasi belanja tahun anggaran 2014 lebih rendah disbanding tahun 2013, hal ini disebabkan karena terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana, terutama di SKPD-SKPD yang penyerapan anggarannya dibawah 80%.
2. Analisis Keuangan Kaitannya dengan Pencapaian Kinerja

Dilihat dari aspek kinerja Pendapatan, yang bersumber dari 3 sumber pendapatan yang meliputi : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan. 
Untuk Target PAD sebesar Rp.556.742.867.297,83 tercapai sebesar Rp. 563,923.319.168,92 (101,29%). Kemudian Untuk Dana Perimbangan targetnya sebesar Rp. 1.034.374.722.920,00 tercapai sebesar Rp. 1.025.142.797.595,00 atau 99,11% .Sementara itu untuk pendapatan Lain-Lain Yang Sah dari target sebesar Rp. 131.299.480.000,00 tercapai sebesar Rp. 131.522.785.000,00 atau 100,17%. 

Hal ini berarti bahwa dilihat dari sisi kinerja pendapatan, capaian pendapatannya melampaui target yang telah ditetapkan. Kelebihan target yang paling tinggi bersumber dari PAD, disusul kemudian Pendapatan Lain-lain Yang Sah baru kemudian Dana Perimbangan.

Selanjutnya dilihat dari realisasi Belanja Daerah, dialokasikan anggaran sebanyak Rp. 1.619.791.080.526.16. terealisasi sebesar Rp. 1.924.383.150.881,78 atau 83,57% yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dialokasikan sebesar Rp. 1.016.409.393.479,78 terealisasi sebesar Rp. 855.937.873.421,53  atau 84,21%. Belanja Tidak Langsung dialokasikan pada Belanja pegawai Rp. 303.779.760.640,61, belanja hibah Rp. 203.224.437.112,00, belanja bantuan sosial Rp. 1.030.000.000,-, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota Rp. 233.243.093.633,99, belanja bantuan keuangan Rp. 265.398.559.934,00, dan bantuan tidak terduga Rp. 9.733.542.159,18. Kemudian untuk Belanja Langsung dari alokasi sebesar Rp.907.973.757.402,00 terealisasi sebesar Rp.752.276.890.348,35 atau 82,85%. Belanja Langsung ini dialokasikan pada belanja pegawai Rp. 78.574.583.300,00, belanja barang/jasa Rp. 447.315.828.222,00, dan belanja modal Rp. 382.083.345.880,00. Hal ini berarti bahwa dilihat dari sisi kinerja belanja daerah, capaian kinerjanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Kemudian apabila dicermati dari komposisi anggaran dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja sasaran strategis RPJMD Tahun 2012 - 2017, Pada Tahun 2014 alokasi anggaran yang paling tinggi ditujukan pada sasaran yang berkaitan dengan pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat, pendapatan masyarakat dan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan daerah.
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